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ABSTRAK  
 
Herwanto. Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak terhadap Anak yang Lahir di Luar 
Nikah pada Perkara Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Bbs.Skripsi. Tegal: Program Studi 
Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2019. 
Peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk Putusan Mahkamah 
Konstitusi yang memuat ketentuan hukum untuk memberikan perlindungan hak-hak 
keperdataan anak luar kawin masih menuai pro dan kontra. Hal ini mengindikasikan 
belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat, sehingga masih memerlukan pengkajian 
lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, terkait dengan ruang 
lingkup dari hak-hak keperdataan anak luar kawin yang dimaksud. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tinjauan yuridis anak yang lahir 
di luar nikah dalam hukum positif di Indonesia dan mengkaji perlindungan hukum 
terhadap anak yang lahir di luar nikah pada perkara Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Bbs. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) 
dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Sumber data utama yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi 
kepustakaan. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Tinjauan yuridis anak yang lahir 
di luar nikah dalam hukum positif di Indonesia yaitu anak luar kawin dalam konsep 
Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, meliputi: anak dari 
perkawinan perkawinan yang tidak dicatat/perkawinan sirri dan anak yang lahir dari 
orang tua yang tidak terikat perkawinan (anak zina). Sedangkan anak luar kawin dalam 
konsep Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam arti luas yang meliputi: anak luar 
kawin dalam arti sempit yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan pria dan 
wanita di luar perkawinan yang sah, di mana di antara mereka tidak terkena larangan 
kawin atau tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain; anak sumbang; dan anak 
zina. 2) Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah pada perkara Nomor 
127/Pdt.P/2019/PA.Bbs sudah tepat dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka norma hukum yang berlaku sekarang, baik yang 
terdapat dalam KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi 
Hukum Islam adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan 
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang 
dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan 
darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya yaitu anak yang dilahirkan 
akibat dari pernikahan sirri yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut 
Hukum Munakahat Islam. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di 
lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 
Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Perlindungan, dan Anak Luar Nikah. 
vi 
ABSTRACT 
 
Herwanto. Juridical Review of Child Protection for Children Born Out of Marriage in 
Case Number 127/Pdt.P/2019/PA.Bbs. Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law 
Study Program, Tegal Pancasakti University. 2019. 
Existing legislation, including the Constitutional Court Decision which contains 
legal provisions to provide protection for the civil rights of children outside marriage is 
still reaping the pros and cons. This indicates that it has not been fully accepted by the 
community, so that it still needs further study of the provisions governing it, related to 
the scope of the civil rights of the child out of marriage in question. 
This study aims to describe the juridical review of children born out of wedlock 
in positive law in Indonesia and examine the legal protection of children born out of 
wedlock in case Number 127/Pdt.P/2019/PA.Bbs. The type of research used is library 
research with a normative legal research approach. The main data source used in this 
study is secondary data with a literature study data collection method. The method of 
data analysis uses descriptive qualitative analysis. 
The results of this study can be concluded that 1) Juridical review of children 
born out of wedlock in positive law in Indonesia, namely out of wedlock children in the 
concept of Marriage Law and Compilation of Islamic Law, including: children of 
unregistered marriages/sirri and child marriages born of parents who are not bound by 
marriage (adultery children). While out-of-wedlock children in the concept of the Civil 
Code, in a broad sense which includes: out-of-wedlock children in the narrow sense that 
is children born as a result of relationships between men and women outside a legal 
marriage, where between them are not affected by the prohibition of marriage or not 
being married to another person; discordant children; and adultery child. 2) Legal 
protection for children born out of wedlock in case Number 127/Pdt.P/2019/ PA.Bbs is 
appropriate and in accordance with the Decision of the Constitutional Court Number 46 
/ PUU-VIII / 2010, the current legal norms, both contained in the Civil Code, Marriage 
Law and in the Compilation of Islamic Law are children born outside of marriage having 
civil relations with his mother and his mother's family and with men as his father which 
can be proven based on other evidence according to the law having blood relations, 
including civil relations with his father's family that is children born as a result of Sirri 
marriages that have fulfilled the requirements and the harmony of the marriage 
according to the Islamic Munakahat Law. 
Based on the results of this study are expected to be material information and 
input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of 
Law, University of Pancasakti Tegal. 
 
Keywords: Juridical Review, Protection, and Out-of-Marriage Children. 
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MOTTO 
 
 Kita tidak dapat membentuk anak-anak kita sesuai dengan keinginan kita, kita harus 
memilikinya dan mencintai mereka seperti yang telah diberikan Allah kepada kita. 
(Johann Wolfgang Von Goethe) 
 Anak adalah amanah, 
Anak adalah anugerah,  
Anak juga ujian dari Allah,  
Karena mereka adalah harta yang paling indah dan berharga bagi kita di dunia 
maupun di akhirat. (Penulis) 
 Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia 
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Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS. Asy Syura: 49-50). 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Anak merupakan karunia Tuhan bagi pasangan suami-istri, terutama yang 
baru menikah, pasti menanti kehadiran sang buah hati. Ketika lahir, seorang anak 
menyandang status hukum yang berkaitan dengan status perkawinan orang tuanya. 
Mengacu peraturan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 
dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedikitnya ada dua 
kedudukan seorang anak yakni anak sah dan anak luar perkawinan.1 
Mengingat kondisi perkawinan dalam masyarakat Islam di Indonesia 
sebelum diundangkan dan diberlakukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, kultur sosial menjadi salah satu pemicu mudahnya melakukan 
perkawinan. Masyarakat telah terbentuk pola pikir bahwa menikah cepat itu lebih 
baik, sekalipun menikah dengan laki-laki yang berstatus telah menikah dan tidak 
tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Menikah di bawah tangan 
yang biasa disebut perkawinan agama atau dengan istilah yang lebih trand “nikah 
sirri” diperbolehkan dan perkawinan itu dianggap sah. 
Ketika Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku dan 
dipertegas dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, pelaksanaan perkawinan di 
Indonesia semakin diperketat dan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. 
Konsekuensi hukum perkawinan seperti ini tidak memiliki kekuatan hukum, karena 
                                                  
1 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb50fceb97/begini-status-hukum-anak-luar-
perkawinan/. Online: 21 September 2019. 
  
2 
selain merugikan istri untuk menuntut hak-haknya dan menuntut kewajiban suami, 
juga telah merugikan dan kehilangan hak-hak anak-anaknya untuk mendapatkan 
hak perwalian dan kewarisan.  
Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan 
ayat (2) menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku”. Sementara itu, perkawinan yang sah dalam 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dikatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum 
Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mîtsâqan galîzhan untuk 
menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Kemudian dalam 
Pasal 4 sangat jelas dikatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 
menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 
Perkawinan.”2 
Meskipun Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 
bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dari kesewenang-wenangan kaum 
laki-laki baik, namun dalam kenyataannya, pengaruh sosial, budaya dan ekonomi 
ternyata tidak mengurangi tindakan melawan hukum seperti poligami, perzinaan 
dan nikah sirri, yang memengaruhi status anak yang dilahirkan yang berkibat 
hukum anak yang dihasilkan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah 
biologisnya. 
                                                  
2 Rofiq, Ahmad, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 2001, 
hlm. 184-185. 
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Anak dalam suatu keluarga merupakan buah cinta kasih dari orang tua 
sebagai penerus keturunan, merupakan karunia dan sekaligus amanah dari Tuhan 
Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, 
martabat, hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Hak 
asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-
Undang Dasar 1945.  
Sehubungan dengan itu, orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung 
jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut sesuai dengan hak 
dan kewajiban yang melekat pada niliai-nilai kemanusiaannya. Demikian pula 
dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah 
bertanggung jawab menyediakan aksestabilitas bagi anak, terutama dalam 
menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.  
Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 
7 ayat (1) menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, 
dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, Pasal 27 ayat (1) dan (2) 
menentukan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya 
yang dituangkan dalam akta kelahiran; serta dalam Pasal 4 menegaskan bahwa 
setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 
secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya normatif untuk memberikan 
perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut sejalan dengan Konvensi Hak Anak 
(Convention on the Rights of the Child) yang dilahirkan PBB yang telah diratifikasi 
Pemerintah Republik Indonesia dengan Keppres No. 36 Tahun 1990 yang 
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menyebutkan bahwa prinsip-prinsip dasar perlindungan anak, antara lain adalah non 
diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).  
Namun, tidak semua anak mendapatkan perlindungan untuk penghargaan 
atas hak asasinya karena masih ada anak yang tidak terpenuhi hak-haknya, 
terabaikan oleh orang tuanya, dan tidak mendapat penanganan yang serius dari 
pemerintah. Jika dikaji lebih lanjut bahwa hukum juga diduga mempunyai 
kontribusi yang menempatkan anak menjadi kelompok yang belum mendapatkan 
pengakuan dan perlindungan hukum dengan baik, misalnya adanya anak luar kawin 
yang menyandang status anak tidak sah, menempatkannya mempunyai hak yang 
berbeda dengan anak pada umumnya (anak sah), bahwa anak tersebut hanya 
mempunyai hubungan keperdataan kepada ibunya dan keluarga ibunya saja, 
sedangkan ayah biologisnya secara hukum “dilepaskan‟ dari tanggung jawabnya 
sebagai orang tua.  
Mencermati pemahaman secara a contrario terhadap pengertian anak sah 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau 
sebagai akibat perkawinan yang sah, maka yang dimaksud dengan anak luar kawin 
(anak tidak sah) dapat diartikan sebagai anak yang tidak dilahirkan dalam atau 
sebagai akibat perkawinan yang sah. Tidak adanya keharusan tanggung jawab ayah 
terhadap anak yang dibenihkannya dapat menimbulkan potensi negatif dalam 
tumbuh kembangnya secara optimal. Setiap anak tentunya memerlukan 
penghidupan, kasih sayang, dan pendidikan, baik jasmani maupun rohani dari ayah 
dan ibunya secara lengkap dalam tumbuh kembangnya menjadi sosok yang mampu 
memikul tanggung jawab masa depan terhadap diri peribadi, keluarga, dan 
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bangsanya. Konsekuensi lain yang harus ditanggung anak adalah kesulitan dalam 
hal mengurus akta kelahiran.  
Fenomena lahirnya anak luar kawin sangat dipengaruhi adanya perilaku seks 
bebas dalam pergaulan dan perkawinan yang tidak dicatat. Perilaku seks bebas 
dalam pergaulan tersebut dapat memicu tingginya kelahiran anak luar kawin, karena 
pada saat kehamilan terjadi tidak semua dari mereka siap untuk melangsungkan 
perkawinan.3 Kelahiran anak luar kawin dapat juga terjadi dalam perkawinan orang 
tuanya yang tidak dicatat sebagai pemenuhan syarat administrasi yang ditentukan 
oleh Undang-Undang Perkawinan. Hal ini misalnya disebabkan faktor kemiskinan 
yang tidak mampu membayar biaya nikah atau karena pihak pria masih terikat 
perkawinan dengan perempuan lain yang belum mendapat persetujuan dari isterinya 
maupun izin dari pengadilan.  
Kasus Perdata Nomor: 127/Pdt.P/2019/PA.Bbs merupakan salah satu 
perkara permohonan penetapan anak biologis. Pada, tanggal 26 Agustus 2016, jam 
07.00 WIB Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara Hukum Islam (Sirri) 
di Dukuh Timbang RT 002/ RW 007, Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, 
Kabupaten Brebes dengan Pemohon II. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya 
adalah orang tua mempelai perempuan yang bernama Watap bin Sobari, alamat di 
Dukuh Timbang RT 002/ RW 007, Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, Kabupaten 
Brebes sedangkan saksi nikahnya masing-masing bernama: Kasori bin Sein dan 
Medi Rosadi bin Sumardi. Dalam akad nikah antara pemohon I dan Pemohon II, 
ijab diucapkan oleh Ust. H. Maulana yang mewakili orang tua Pemohon II yang 
                                                  
3 Witanto, D.Y., Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya 
Putusan MK tentang Uju Materiil UU Perkawinan, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012, hlm. 16. 
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bernama Watap bin Sobari sekaligus wali nikah pemohon II dan Pernikahan tersebut 
dilaksanakan dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 10.000 dan dibayar 
tunai, serta tidak ada perjanjian perkawinan.  
Pada saat Pemohon I menikah secara Sirri dengan Pemohon II, Pemohon II 
pada saat itu belum mempunyai Akta Cerainya jadi Pemohon I dan Pemohon II 
melaksanakan Pernikahan Sirri, dan atas dasar tersebut maka kedua orang tua 
Pemohon I dan Pemohon II mengarahkan agar cepat terlaksa pernikahanya. Selama 
pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama hingga 
sekarang dan berjalan harmonis layaknya suami istri dan dalam keadaan Ba’da Ad 
dukhul serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki, tempat tanggal lahir Brebes, 24 
Agustus 2017 umur 2 (dua) tahun anak tersebut lahir pada saat Pernikahan Sirri 
secara hukum Islam. 
Anak tersebut dilahirkan pada saat pernikahan secara hukum Islam di Dukuh 
Timbang RT 002/RW 007, Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes 
adalah benar anak dari Pemohon I dan Pemohon II. Anak tersebut belum 
mempunyai akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil 
Brebes, namun di KK yang tertulis bernasab kepada Ibu Pemohon II. Karena 
Pemohon I dengan pemohon II pada saat itu hanya menikah secara hukum Islam 
dan perkawinan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Tonjong, Kabupaten Brebes. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II yakin anak 
tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II maka memohon agar akta kelahiran 
bernasab kepada ayah Pemohon I. Karena akta kelahiran anak tersebut belum ada 
maka Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Kelahiran tersebut 
untuk melengkapi dokumen-dokumen lain. 
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Peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk Putusan Mahkamah 
Konstitusi yang memuat ketentuan hukum untuk memberikan perlindungan hak-hak 
keperdataan anak luar kawin masih menuai pro dan kontra. Hal ini mengindikasikan 
belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat, sehingga masih memerlukan 
pengkajian lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, terkait 
dengan ruang lingkup dari hak-hak keperdataan anak luar kawin yang dimaksud.  
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ada kecenderungan kuat bahwa hak-
hak keperdataan anak luar kawin belum terlindungi dengan baik. Oleh karena itu, 
penulis tertarik untuk mengkaji terkait anak di luar kawin dalam sebuah penelitian 
dengan judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak terhadap Anak yang Lahir di 
Luar Nikah pada Perkara Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Bbs”. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan atas uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah 
yang hendak dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana tinjauan yuridis anak yang lahir di luar nikah dalam hukum positif 
di Indonesia? 
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah pada 
perkara Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Bbs? 
C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Mendeskripsikan tinjauan yuridis anak yang lahir di luar nikah dalam hukum 
positif di Indonesia. 
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2. Mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah pada 
perkara Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Bbs. 
D. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun 
dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
1. Manfaat teoritis, dapat dijadikan bahan kajian dalam pengembangan ilmu 
hukum dalam penerapan kebijakan dalam hukum perlindungan anak, khususnya 
anak yang lahir di luar nikah dan hasil penelitian ini dapat menambah literatur 
yang membahas tentang anak di luar nikah. 
2. Manfaat praktis, memberikan pemahaman masyarakat agar mengetahui dan 
menyadari bahwa betapa pentingnya seorang anak dalam keadaan apapun 
mendapatkan hak hidupnya, serta perlindungan hukum, khususnya terhadap 
anak di luar nikah sehingga kesejahteraannya sejajar dengan anak-anak lainnya 
dan masyarakat dapat memahami akan dampak yang diakibatkan dari 
pernikahan sirri. 
E. Tinjauan Pustaka  
Zakyyah melakukan penelitian dengan judul “Nasab Anak Luar Kawin 
Menurut Hifzhu Nasl.” Jurnal Yudisial, Vol. 9, No. 2 (2016). Permasalahan dalam 
penelitian ini muncul pertanyaan apakah yang menjadi dasar pertimbangan 
Mahkamah Konstitusi menetapkan hubungan perdata anak di luar perkawinan 
dengan ayah biologisnya, dan bagaimana akibat hukum dari Putusan Mahkamah 
Konstitusi terhadap nasab anak di luar perkawinan, serta tinjauan teori hifzhu nasl 
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terkait Putusan Mahkamah Konsitusi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode 
yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, “anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.” 
Artinya pasal ini menerangkan bahwa segala hal yang terkait dengan hak anak yang 
lahir di luar perkawinan hanya dibebankan kepada ibunya, sedangkan ayah 
biologisnya tidak dibebankan untuk memenuhi hak anak tersebut. Dalam 
perkembangannya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010, anak di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan 
keluarga ibu, serta ayah dan keluarga ayah biologisnya selama dapat dibuktikan 
adanya hubungan darah di antara mereka. Hal ini bertolak belakang dengan hukum 
Islam yang mengatur bahwa anak zina hanya memiliki hubungan perdata dengan 
ibu dan keluarga ibunya saja. Hasil penelitian ditemukan bahwa Putusan Mahkamah 
Konstitusi menimbulkan makna yang ambigu, karena tidak ada definisi yang jelas 
terkait frasa “anak di luar perkawinan.” Menurut teori hifzhu nasl menasabkan anak 
di luar perkawinan (anak zina) kepada ayah biologisnya merupakan suatu tindakan 
yang akan merusak eksistensi dari maqᾱṣid al-syar’iyyah. Namun jika yang 
dimaksud adalah anak yang lahir dari “pernikahan di bawah tangan,” maka hal ini 
sesuai dengan ketentuan maqᾱṣid al-syar’iyyah. 
Penelitian selanjutnya ditulis Kudrat Abdillah dengan judul “Status Anak Di 
Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial.” Petita, Vol. 1, No. 1, April 2016. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah sosial untuk menganalisis 
histitorisitas munculnya putusan Mahkamah Konstitusi.  
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Hasil penelitian disimpulkan bahsa dalam khazanah fikih Islam seorang 
anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. 
Demikian pula dengan aturan hukum positif Indonesia dalam Undang-Undang 
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perubahan muncul pada Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyebutkan bahwa anak yang 
lahir di luar nikah juga memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayahnya, 
hubungan keperdataan dengan keluarga ayah selama dapat dibuktikan berdasarkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain. Berdasarkan analisis 
penulis, Mahkamah Konstitusi menjadikan kesejahteraan anak sebagai alasan 
pembenaran hubungan keperdataan dengan dengan ayah biologisnya. Di samping 
itu juga kemajuan teknologi membantu membuktikan adanya hubungan antara anak 
dan ayahnya melalui tes DNA. Pertimbangan ini menjadi alasan kuat Mahkamah 
Konstitusi utuk melindungi hak-hak keperdataan bagi anak yang lahir di luar 
pernikahan. 
Ahmad Farahi dalam penelitiannya “Keadilan Bagi Anak Luar Kawin 
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”. De Jure: Jurnal 
Hukum dan Syari’ah, Vol. 8, No. 2, 2016, h. 74-83, Print ISSN: 2085-1618, Online 
ISSN: 2528-1658. Artikel ini bertujuan mengkaji hak-hak keperdataan anak luar 
kawin yang muncul akibat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 
ditinjau dari aspek keadilan. Artikel ini merupkan hasil penelitian yuridis normatif 
dengan pendekatan kualitatif dengan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, 
penelitian terkait anak luar kawin.  
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Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa sebelum putusan Putusan 
Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan, anak luar kawin tidak 
mendapatkan hak-hak keperdataannya secara adil. Baik menurut prinsip keadilan 
Islam, Barat, maupun perspektif HAM. Pasca munculnya Putusan Mahkamah 
Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin memiliki kedudukan yang sama 
dengan anak sah, dengan syarat memiliki bukti medis. 
F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library 
research) yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder, yaitu penelitian yang 
menggunakan data sekunder, sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran 
dokumen. Penelitian merupakan penelitian kepustakaan karena sumber data 
utamanya berasal dari dokumen, seperti undang-undang, putusan dan lainnya sesuai 
dengan permasalahan yang dibahas.  
Penelitian ini bertujuan untuk mepelajari penerapan norma-norma atau 
kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-
kasus yang telah diputus di pengadilan terhadap perkara-perkara yang menjadi 
fokus peneltian, yaitu perkara perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah. 
2. Pendekatan Penelitian  
Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi 
kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. 
Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang 
belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga 
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penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan 
doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, 
taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.4 
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan 
pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek 
mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan 
dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan 
perundang-undangan (statue aproach).5 
Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-
undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi 
fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Penulis menggunakan penelitian 
hukum normatif dengan pendekatan undang-undang untuk meneliti dan menulis 
skripsi ini. Penggunaan metode penelitian normatif ini dalam upaya penelitian yang 
dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis, yaitu 
untuk mengkaji dan mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir 
di luar nikah.  
3. Sumber Data  
Dapat dalam suatu penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang 
diperoleh  secara  langsung  dari  masyarakat  dan dari bahan-bahan pustaka. Yang  
diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), 
sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data 
                                                  
4 Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, 
hlm. 52. 
5 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 29. 
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sekunder.6 Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang 
mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan 
perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan 
dengan materi penelitian.7  
Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian bahan hukum, 
yaitu sebagai berikut: 
a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 
mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer 
seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, 
dan Kompilasi Hukum Islam. 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan 
hukum primer dan sifatnya tidak mengikat. Contohnya, hasil-hasil penelitian 
hukum, literature (buku-buku ilmiah) hukum resmi maupun tidak resmi 
diterbitkan, jurnal, media massa, dan makalah-makalah. 
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi bahan hukum 
primer dan sekunder. Contohnya ialah ensiklopedia, kamus hukum. 
4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya 
dengan  sumber  data,  karena  melalui  pengumpulan  data  ini akan diperoleh data  
yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. 
Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. 
                                                  
6 Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 12. 
7 Ibid., hlm. 13. 
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Studi kepustakaan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk 
mendapatkan keterangan serta menggambarkan mengenai sebab-sebab terjadinya 
sesuatu atau beberapa gejala atau fenomena yang diperoleh melalui penelusuran 
sumber-sumber pustaka.8  
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi 
pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan 
menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, 
jurnal ilmiah, dan sebagainya). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur 
inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan 
sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi 
kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, 
mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya perlindungan 
hukum terhadap anak di luar nikah.  
5. Metode Analisis Data  
Analisis data penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif yang bersifat deskriptif analitik yaitu berusaha menggambarkan 
dan menjelaskan terhadap sumber-sumber hukum yang dijadikan legitimasi 
terhadap perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah. Analisis deskriptif 
analitik ini dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles 
                                                  
8 Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 13. 
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dan Huberman, yaitu analisis interaktif. Dalam analisis ini, data yang diperoleh di 
lapangan disajikan dalam bentuk narasi.9  
Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara 
mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarati 
membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan 
pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data 
penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara 
deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan 
hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan 
pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data 
informasi.10 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi memuat urut-urutan penulisan penelitian 
dalam skripsi. Penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 
Bab I  Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 
pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan Pustaka, dalam bab ini dikemukakan teori-teori terkait masalah 
penelitian mengenai tinjauan tentang pernikahan, tinjauan tentang 
pencatatan pernikahan, dan tinjauan tentang anak. 
                                                  
9 Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael, Analisis data Kualitatif, Alih Bahasa Tjeptjep 
Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992, hlm. 16-19. 
10 Soekanto, Soerjono & Mamudji, Op Cit., hlm. 251-252. 
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Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam hal ini akan dijelaskan hasil 
penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan yuridis anak yang lahir di 
luar nikah dalam hukum positif di Indonesia dan perlindungan hukum 
terhadap anak yang lahir di luar nikah pada perkara Nomor 
127/Pdt.P/2019/PA.Bbs.  
Bab IV Penutup, terdiri atas simpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan 
simpulan dan saran-saran dari penulis. 
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BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan tentang Pernihakan 
1. Pengertian Pernikahan 
Secara bahasa, kata “pernikahan” menurut W.J.S. Poerwadarmintha berarti 
perkawinan, pernikahan, perayaan (urusan, dan sebagainya) kawin, perjodohan laki-
laki dan perempuan menjadi suami istri.11 Kemudian dalam bahasa Arab disebut 
dengan nikah. Pengertian pernikahan itu sendiri dalam Bahasa Arab disebut dengan 
al nikah yang bermakna al wathi dan al dammu wa al takhul, terkadang juga disebut 
dengan al dammu wa al jam’u, atau ibarat’an al wath’ wa al ‘aqd yang bermakna 
bersetubuh, berkumpul, dan akad.12  
Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang 
mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikah 
atau tazwij. Nikah atau zima’ sesuai dengan lafaz linguistiknya, berasal dari kata al-
wath yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung 
pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafaz an-nikah atau attazwij, artinya 
bersetubuh dengan pengartian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli 
istri dan kata munakahat diartikan saling menggauli.13 
Menurut syariat, perkawinan adalah akad serah terima antara pria dan wanita 
dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk 
                                                  
11 Poerwadarmintha, WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Diolah kembali oleh Pusat Bahasa 
Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, hlm. 532. 
12 Nurudin, Amir, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam 
Dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI, Jakarta: Permada Media, 2004, hlm. 38. 
13 Beni, Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat 1, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 11. 
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sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.14 
Substansi yang terkandung dalam syariat perkainan adalah mentaati perintah Allah 
serta sunnah Rasul, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan 
kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan, anak keturunan, kerabat ataupun 
masyatarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal, 
tetapi mempunyai kaitan eksternal melibatkan banyak pihak.  
Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau 
kontrak keperdataan biasa, akan tetapi pernikahan merupakan sunnah Rasulullah 
Saw dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah 
atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat 
tepat kiranya, jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang 
sangat kuat, perjanjian yang kokoh (mitsaqan ghalidhan) untuk menaati perintah 
Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum 
Islam).15 
Pernikahan akan berperan setelah masing masing pasangan siap melakukan 
perananya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. 
Maksud perkawinan adalah abadi, bukan buat sementara waktu, kemudian 
diputuskan, karena dengan demikian rumah tangga yang damai, serta memperoleh 
turunan yang sah di masyrakat. 
Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 
termuat  dalam  Pasal 1,   yang  selengkapnya  berisi   bahwa  “Perkawinan  adalah 
                                                  
14 Tihami, M.A, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, 
hlm. 8. 
15 Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 53. 
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ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 
dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa”. Pengertian ini lebih diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 
2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat 
kuat atau mitsaqan ghalidzan, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 
merupakan ibadah.  
Islam mengajarkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup 
membujang. Hidup membujang bukanlah ajaran Islam, Nabi Muhammad Saw 
berumah tangga, beliau melarang hidup membujang. Sabda Nabi dengan “melarang 
membujang” dan sabdanya “maka kawinlah” dan beberapa hadis menjadi dasar 
wajibnya menikah. Islam memandang perkawinan (nikah) adalah salah satu fitrah 
manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan 
nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada 
masyarakat.  
Pernikahan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara 
laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga 
mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan 
sebagai istrinya.16 Pernikahan juga merupakan media untuk membentuk suatu 
keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang (sakinah mawadah warohmah) 
berdasarka nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan 
asuh diantara suami istri.  
                                                  
16 Romli, Dewani, Fiqih Munaqahat. Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan. 2009, hlm. 
10. 
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Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu 
perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan untuk membentuk keuarga bahagia. Definisi ini memperjelas pengetian 
bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai suatu perjanjian, ia mengandung 
pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji.17 Dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1 disebutkan 
bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria denga seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, 
pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya di kandung dalam 
kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial sakral.18 
Berdasarkan beberapa definisi nikah di atas berbeda, tetapi seluruh definisi 
tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksi berbeda. Dengan 
demikian perkawinan subtansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah 
mentaati Allah dan sunah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah 
tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, 
anak turunan, kerabat maupun masyarakat. Pada hakikatnya suatu perkawinan itu 
tidak hanya suatu hubungan hukum saja tetapi juga termasuk tata susila. 
2. Syarat Sahnya Perkawinan 
Syarat sahnya perkawinan dapat dilihat dari segi Undang-Undang 
Perkawinan, KHI serta Hukum Islam yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 
 
                                                  
17 Beni, Ahmad Saebani. Op Cit, hlm. 18. 
18 Tihami dan Sahrani Sohari, Fiqih Munakahat, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 8. 
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a. Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Syarat Sahnya suatu perkawinan apabila telah dipenuhi syarat yang telah 
ditentukan dan Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menentukan, 
bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam Bab II Pasal 6 ditemukan 
syarat-syarat perkawinan sebagai berikut: 
1) Perkawinan harus di dsarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 
2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun 
harus mendapatkan izin kedua orang tua. 
3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau 
dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud 
ayat (2) Pasal 2 ayat ini cukup diperolah dari orang tua yang mampu 
menyatakan kehendak nya. 
4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak 
mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, 
orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan keluarga 
yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas 
selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan 
kehendaknya. 
5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang orang yang disebut dalam 
ayat 2, 3, 4, atau salah seorang lebih di antara mereka tidak menyatakan 
pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang 
yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat 
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memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang tersebutdalam 
ayat 2, 3, 4 dan pasal ini.  
6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang 
bersangkutan.19 
b. Perspektif Kompilasi Hukum Islam 
Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, KHI ketika membahas 
rukun perkawinan mengikuti sistematika fiqih yang mengaitkan rukun dan 
syaratnya, ini dimuat dalam Pasal 14, melaksanakan perkawinan harus ada: 
1) Calon suami; 
2) Calon Istri; 
3) Wali nikah; 
4) Dua orang saksi; dan 
5) Ijab dan qabul. 
Setiap rukun perkawinan di atas harus berdasarkan pada syarat-syarat 
perkawinan sebagai berikut: 
1) Calon suami dan istri (kedua mempelai) 
a) Sebuah perkawinan didasarkan kepada pesetujuan calon mempelai dapat 
berupa pernyataan tegas, nyata, dengan tulisan, lisan, isyarat atau berupa 
diamnya seorang wanita tanpa ada penolakkan yang tegas (Pasal 16 
KHI). Jika ia seorang tuna wicara maka dapat dibuktikkan dengan tulisan 
atau isyarat yang dapat dimengerti (Pasal 17 ayat 3). 
                                                  
19 Amiur, Nuruddin & Azhari, Tarigan Akmal, Hukum Perdata Islam d Indonseia, Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 67-68. 
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b) Berumur 21 tahun, jika belum mencapai 21 tahun harus memperoleh 
izin. Pasal 6 ayat (1) sampai dengan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, dispensasi mempelai pria sekurangnya umur 
19 tahun dan wanita berumur 16 dan dalam KHI pasal 15 ayat 1.  
c) Kedua calon mempelai satu sama lain tidak dapat halangan melakukan 
perkawinan menjadi suami istri. (Pasal 18 KHI) dan VI KHI berupa 
halangan karena muhrimat (pertalian nasab genetic dan sepersusuan) 
masih terikat perkawinan, masih dalam iddah rajiah maupun bain, karena 
salah satunya tidak beragama Islam, perkawinan karena memadu istri 
dengan saudaranya atau dengan bibinya dan sebaliknya serta terhadap 
istri yang telah di liannya.20 
2) Wali Nikah 
Perwalian berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku 
pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang 
belum dewasa atau belum akil baligh dalam melakukan perbuatan hukum, 
demikian menurut Subekti.21 Dalam hukum Islam wali adalah masalah yang 
sangat prinsip, karena sah tidaknya akad perkawinan tergantung kepada 
legitimasi yang diberikan oleh wali kepada anak perempuan yang akan 
dinikahkan. Hal ini tercantum dalam Pasal 19 KHI “wali nikah dalam 
perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai 
wanita yang berhak untuk menikahkannya”  
                                                  
20 Sukris, Sarmadi, Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia, 
Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2007, hlm. 30-32. 
21 Soedharyo, Soeimin, Hukum Orang dan Hukum Keluarga Perspektif Hukum Perdata 
Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 55. 
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Pada Pasal 20, yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-
laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. 
Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Pasal 21 menjelaskan: 
a) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, 
kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai 
tidaknya susunan kekerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, 
kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara 
laki-laki kandung atau sudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki 
mereka, ketiga kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki 
kandung kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. 
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki 
seayah keturunan laki-laki mereka.  
b) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang 
sama sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali 
ialah yang lebih dekat dengan derajat kekerabatannya dengan calon 
mempelai wanita.  
c) Apabila dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang 
paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat 
seayah.  
d) Apabila dalam suatu kelompok, derajat kekerabatan sama yakni sama 
sama derajat kandung, atau sama sama derajat kerabat seayah, maka 
sama sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih 
tua dan memenuhi syarat wali. 
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Selanjutnya Pasal 22 menjelaskan bahwa apabila wali nikah yang 
paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau 
oleh karena wali itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, 
maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut 
derajat berikutnya. Seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Rofiq adalah 
sebagai berikut: 
a) Ayah kandung 
b) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya dalam garis laki-laki  
c) Saudara laki-laki sekandung 
d) Saudara laki-laki seayah 
e) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung  
f) Anak laki-laki saudara  
g) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, 
h) Anak anak dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah, 
i) Saudara laki-laki ayah sekandung (paman) 
j) Saudara laki-laki seayah (paman Seayah) 
k) Anak laki-laki paman sekandung 
l) Anak laki-laki paman seayah 
m) Saudara laki-laki kakek sekandung 
n) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung 
o) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.22 
                                                  
22 Ahmad, Rofiq,  Hukum  Islam  di Indonesia,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 86-
87. 
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Di antara ayat Al-Qur’an yang mengisyaratkan adanya wali adalah 
surah Al-Baqarah (2) ayat 232 dan surah Al-Baqarah ayat 221. Kemudian 
Pasal 23 menyebutkan bahwa: 
a) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab 
tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui 
tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan. 
b) Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak 
sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali 
tersebut. 
3) Saksi  
Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada 
kepatian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahandari pihak 
pihak yang berakad dibelakang hari, seperti dalam ayat Al-Qur’an surah 
Thalaq ayat 2. Syarat-syarat saksi adalah berakal sehat, dewasa dan 
mendengarkan omongan kedua belah pihak yang berakad dan memahami 
ucapan ucapanya maksudnya adalah ijab qabul pernikahan. Bila para saksi 
buta, hendaklah mereka bisa mendengarkan suaranya dan mengenal betul 
bahwa suaranya tersebut adalah adalah suaranya kedua orang yang berakad. 
Imam Hanafi mengemukakan bahwa syarat-syarat yang harus ada 
pada saksi adalah: 
a) Berakal, orang gila tidak sah menjadi saksi 
b) Baligh, tidak sah saksi anak anak 
c) Merdeka, bukan hamba sahaya 
d) Islam 
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e) Keduanya mendengar ucapan ijab qabul dari kedua belah pihak  
Imam Hambali mengatakan bahwa syarat saksi adalah dua orang 
laki-laki yang baligh, berakal dan adil keduanya beragama Islam, dapat 
berbicara dan mendengar. Keduanya bukan berasal dari satu keturunan 
kedua mempelai. Imam Syafii mengemukakan bahwa syarat saksi adalah: 
a) Dua orang saksi 
b) Berakal 
c) Baligh 
d) Islam 
e) Mendengar 
f) Adil.23 
Para fuqaha sepakat bahwa saksi dalam majelis akad nikah tidak bisa 
di abaikan dalam arti bahwa saksi akan menjadi bagian penting dalam akad 
tersebut, tiga mahzab hanafi, syafii dan hanbali memandang saksi sebagai 
unsur mutlak, saksi adalah rukun dari akad nikah yang tidak sah akadnya 
bila di tinggalkan. Bila dalam majelis akad nikah tidak dihadiri dua orang 
saksi atau lebih maka akad nikah itu batal.24 
4) Akad Nikah 
Meskipun mengenai ijab qabul ini dari bagian akhir dari syarat-
syarat  pernikahan,  tetapi  kedudukan ijab  qabul  itu sendiri sebagai unsur  
                                                  
23 Ahmad, Rofiq,  Hukum  Islam  di Indonesia,  Jakarta: Raja  Grafindo Persada, 2003, hlm. 86-
87. 
24 Achmad, Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta: Raja GRafindo Persada, 1995, hlm. 48. 
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akad nikah yang sangat sentral dan menurut abu Hanafiyah unsur-unsur 
selain ijab dan qabul hanya merupakan konsekuensi logis berhubung adanya 
ijab qabul itu.25 Menurut Hukum Islam untuk sahnya perkawinan adalah 
kerelaan kedua belah pihak mempelai pria dan wanita, yang hendak 
melangsungkan akad nikah dan kesesuaian kesepakatan antara keduanya 
dalam melakukan tali ikatan perkawinan itu yang harus diekpresikan dengan 
isyaat, ikrar ijab qabul (Ijab adalah, ikrar yang dinytakan pihak pertama, 
sedangkan ikrar yang disampaikan pihak kedua). 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 27 menegaskan, “Ijab qabul antara 
wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang 
waktu.” Selanjutnya menurut Pasal 28, akad nikah dilaksanakan sendiri 
secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat 
diwakilkan kepada orang lain. Kemudian Pasal 29 memberikan penjelasan 
sebagai berikut : 
a) Yang berhak mengucapkan ijab qabul ialah calon mempelai pria secara 
pribadi.  
b) Dalam hal hal tertentu ucapan ijab qabul nikah dapat dapat diwakilkan 
pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang 
tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah 
untuk mempelai prima. 
c) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai 
pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh di langsungkan.  
                                                  
25 Ibid., hlm. 54. 
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Ijab qabul merupakan satu senyawa yang tidak boleh dipisahkan 
antara yang satu dari yang lain dan para fuqaha mengartikan ijab qabul 
sebagai arkan-Azawaj (unsur-unsur perkawinan).26 Rukun dan syarat 
menetukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah 
atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum kedua hal tersebut 
mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu 
yang harus diadakan.27 
3. Akibat Pernikahan 
Perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri secara sah akan membawa 
konsekuensi dan akibat di bidang hukum. Akibat hukum tersebut adalah: 
a. Timbulnya hubungan antara suami isteri. Dalam hubungannya sebagai suami 
isteri dalam perkawinan yang sah, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban 
yang harus dilaksanakan untuk menegakkan rumah tangganya. 
b. Timbulnya harta benda dalam perkawinan. Suami isteri yang terikat dalam 
perkawinan yang sah, akan mempunyai harta benda, baik yang diperoleh 
sebelum perkawinan maupun selama perkawinan. Pengaturan terhadap harta 
kekayaan perkawinan tersebut selanjutnya diatur pada Pasal 35 sampai Pasal 37 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
c. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak Akibat hukum terakhir dari 
perkawinan  yang  sah  adalah  adanya  hubungan  antara  orang  tua  dan anak.  
                                                  
26 Muhamad, Summa Amin, Hukum Keluarga Islam didunia Islam, Jakarta: Grafindo Persada, 
2004, hlm. 54. 
27 Amir, Syaifudin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 59. 
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Pengaturan selanjutnya terhadap hal ini diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila perkawinan 
dilaksanakan hanya secara agama saja dan tidak dicatatkan pada instansi yang 
berwenang dalam hal ini Kantor Catatan Sipil, maka suami dapat saja 
mengingkari perkawinan tersebut. Untuk itu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan satu kesatuan yang tidak 
dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. 
Anak termasuk individu unik yang mempunyai eksistensi dan memeliki jiwa 
sendiri, serta mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai 
dengan iramanya masing masing yang khas. Masa kehidupan anak sebagian besar 
berada dalam lingkungan keluarga. Karena itu, keluargalah yang paling menentukan 
terhadap masa depan anak, begitupula corak anak dilihat dari perkebangan sosial, 
psikis, fisik. Rasulullah bersabda “tidaklah anak dilahirkan melainkan ia dilahirkan 
dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanyalah yang membuatnya yahudi, nasrani 
maupun majusi” (HR.Bukhori muslim).28 
B. Tinjauan tentang Pencatatan Pernikahan  
Umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai dari pada saat ia dilahirkan 
dan akan berakhir dengan kematian bagi dirinya. Adapun peristiwa kelahiran 
sampai dengan kematian seseorang, akan membawa akibat akibat hukum yang 
sangat penting tidak saja untuk bersangkutan sendiri, akan tetapi juga untuk bekas 
istri atau bekas suami dan anak anak mereka. Maka dari itu sangat perlu.29 
                                                  
28 Rifa, Hidayah, Psikologi Pengasuhan Anak, Malang: Uin Malang Press, 2009, hlm. 15. 
29 Cormentyna, Sitanggang & Victor, Sitomorang M., Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di 
Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm. 35. 
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Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan 
kehendaknya itu kepada pegawai pencatat perkawinan. Hal ini dijelaskan dalam 
Penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, bagi yang beragama 
Islam ialah pegawai pencatatan Nikah, talak da n rujuk, sedangkan bagi yang tidak 
beragama Islam ialah kantor catatan sipil atau instasi/pejabat yang membantunya. 
 
1. Catatan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan 
a. Menurut Undang-Undang Perkawinan 
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 
disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing 
masing agama dan kepercayaan. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut 
dikemukakan bahwa tidak ada perkawinan diluar masing masing agama dan 
kepercayaan itu. Kemudian dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tiap tiap perkawinan harus 
dicatat menurut peraturan yanga berlaku, peraturan yang dimaksud adalah Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, 
sedangkan kewajiban Pegawai pencatat Nikah di atur dalam Peraturan Menteri 
Agama No. 1 Tahun 1955 dan No. 2 Tahun 1954. Menurut Peraturan Pemerintah 
No. 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan 
oleh Pegawai Pencatatan Nikah.  
Undang-Undang Perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan 
pada tempat yang sangat penting, pembuktian telah diadakannya perkawinan hal 
tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: Tiap-
tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. 
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Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan 
Rujuk Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, 
selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh 
Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang 
dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan 
kepada Pegawai Pencatat Nikah”.30 
Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya 
Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. 
Pasal 1, yang berbunyi: “Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 
1946 No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk berlaku untuk 
seluruh daerah Luar Jawa dan Madura.”31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2), yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), yang berbunyi: 
Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut 
agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. 
b. Menurut Kompilasi Hukum Islam  
Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: Agar terjaminnya ketertiban perkawinan 
bagi  masyarakat  Islam  setiap perkawinan harus dicatat. Sedangkan pada ayat (2)  
                                                  
30 Departemen Agama Republik Indonesia, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Jakarta: Dirjen 
Bimas Islam, 2007, hlm. 206. 
31 Ibid., hlm. 217. 
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berbunyi: Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai 
Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 
jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. 
Dengan demikian, persoalan hukum tentang pencatatan perkawinan ini 
walaupun di dalam undang-undang seperti disebut tersebut hanya diatur oleh atau 
dengan hanya satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini sangat dominan. 
Ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang 
kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. Tidaklah berlebihan jika ada 
sementara pakar hukum yang menempatkannya sebagai syarat administratif yang 
mesti dipenuhi yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan. 
Menurut Abdul Manan sebagai akibat dari pemikiran tersebut di atas, 
banyak timbul perkawinan secara sirri tanpa melibatkan pegawai pencatatan Nikah 
sebagai petugas resmi mengenai urusan perkawinan, factor-faktor penyebab mereka 
melakukan perkawinan secara diam diam (sirri) tersebut antara lain (1) Pengetahuan 
masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat 
kurang, mereka masih mengganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah 
pribadi dan tidak perlu ikut campur tangan pemerintah, (2) Adanya kekhawatiran 
dari seorang akan hilangnya hak pension janda apabila perkawinan itu di daftarkan 
pada pejabat pencatat. (3). Tidak ada izin istri atau Istrinya dan Pengadilan Agama 
bagi orang yang nikah lebih dari satu orang. (4). Adanya kekhawatiran orang tua 
yang berlebihan terhadap anaknya yang sudah bergaul suami istri, sehingga 
dikhawatirkan secara diam diam terjadi hal hal negatif yang tidak di inginkan dan 
tidak dicatat di kantor Urusan Agama. (5). Adanya kekhawatiran orang tua yang 
berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan dengan 
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sauatu harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan 
terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan.32 
2. Tujuan dari Pencatatan Perkawinan 
Untuk membuktikan bahwa suatu perkawinan antara seorang pria dan 
wanita telah dilaksanakan sah dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, 
maka setiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Tujuan atau urgensi dari pengaturan hukum mengenai 
pencatatan perkawinan tersebut adalah: 
a. Untuk mendapatkan kepastian hukum atas peristiwa perkawinan yang telah 
dilangsungkan secara sah, 
b. Sebagai alat bukti otentik (resmi oleh negara), dan 
c. Bentuk perwujudan ketertiban administrasi negara di bidang perkawinan.33 
Untuk menjadi peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik terhadap yang 
bersangkutan (suami isteri) maupun bagi orang yang dan masyarakat, karena dapat 
dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar 
yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan di 
waktu perlu, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Adanya surat 
bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.34 
                                                  
32 Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006, 
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33 Nasution, Khairuddin, Status Wanita di Asia Tengga: Studi terhadap Perundang-undangan 
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Jadi, kendatipun pencatatan perkawinan hanya bersifat administrative tetap 
harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan 
diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti otentik telah 
dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah.35  
Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan 
dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang 
undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (mitsal al-ghalid) perkawinan 
dan lebih khusus lagi bagi pihak perempuan dalam kehidupan rumah tangga. 
Dengan melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang 
masing-masing suami istri mendapat salinannya, terjadi perselisihan atau 
percekcokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung-jawab, maka yang 
lain dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh 
haknya masingmasing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti 
otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.36 
Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kegunaan 
dari pencatatan nikah, yang tercatat di buku nikah adalah: 
a. Bepergian, sebagai bukti bahwa yang memegangnya adalah suami istri yang 
sah, yaitu untuk menginap dipenginapan, kalau ada razia, atau untuk melapor 
kepada ketua RT kalau menginap/menyewa di tempat lain; 
b. Pembuatan akta kelahiran, baik untuk yang bersangkutan maupun anaknya 
nanti; 
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Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No.1/1974 Sampai KHI, Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2006, hlm. 133. 
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c. Untuk pembuatan paspor ketika akan naik haji, umrah atau kerja ke luar negeri; 
d. Untuk klaim asuransi diri sebagai bukti terhadap suami/istri yang meninggal 
karena kecelakaan, atau untuk memperoleh asuransi dari pemerintah daerah; 
e. Untuk pengurusan jaminan utang, seperti kredit sepeda motor, kredit perumahan 
dan kredit di bank; 
f. Untuk keperluan tunjangan keluarga bagi PNS, anggota TNI dan POLRI dan 
karyawan swasta; 
g. Untuk pembuktian sebagai suami/istri dari orang yang meninggal dunia 
sehingga dapat memperoleh warisan; 
h. Untuk syarat mengikuti program transmigrasi; 
i. Untuk keperluan lainnya, seperti melamar pekerjaan, mendaftar calon dewan 
PARPOL, mendaftar KPU. 
j. Dan lain-lainnya 
C. Tinjauan tentang Anak  
1. Anak Sah 
Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak adalah 
keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Dari segi lain 
kata “anak” dipakai secara umum baik manusia maupun untuk binatang bahkan juga 
untuk tumbuh tumbuhan. Dalam perkembangan lebih lanjut kata “anak” manusia, 
tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal tempat anak itu lahir, seperti anak jawa, 
anak aceh.37 
a. Perspektif Hukum Islam 
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Hukum Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang 
kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan perkawinan 
dalam Islam adalah untuk memenuh perintah Allah agar memperoleh keturunan 
yang sah, maka yang dikatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari 
akad nikah yang sah, Islam menghendaki terpeliharanya keturunan keturunan 
dengan baik dan terang diketahui sanak kerabat tetangga, dilarang terjadi kawin 
gelap dan diam diam dan setiap anak oleh ayah dan ibunya dan setelah ia dewasa 
dimana orang tuanya sudah lemah dan tidak mampu lagi, maka dengan 
kemampuannya ia wajib mengurus dan memelihara orang tuanya.38 
Pandangan hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itu 
dianggap sah yaitu: 
1) Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan 
wajar untuk hamil, Imam Hanafi tidak mensyratkan seperti ini, menurut 
beliau meskipum suami istri tidak melakukan hubungan suami istri yang 
dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah. 
2) Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan paling sedikit 
enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi ijma para 
fuqaha sebagai masa terpendek dalam kehamilan. 
3) Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari semasa sepanjang 
kehamilan tentang hal ini masih diperselisihkan oleh para hukum Islam. 
4) Suami tidak mengingkar anak tersebut melalui lembaga Li’an jika seorang 
laki-laki ragu tentang batas maksimal kehamilan terlampui dan ada alasan 
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bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan 
cara lian.39 
Melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan 
perkawinan yang sah dalam hukum Islam disebut zina. Hubungan seksual 
tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, beristri 
atau duda sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata  
b. Perspektif Undang-Undang Hukum Perdata 
Pasal 251 KUH Perdata (BW) berbunyi sebagai berikut: Sahnya anak 
dilahirkan sebelum hari yang keseratus delapan puluh dari perkawinan dapat 
diingkari oleh si suami. Namun pegingkaran ini tidak boleh dilakukan dalam hal 
hal sebgai berikut:  
1) Jika si suami sebelum perkawinan telah mengetahui akan kehamilan si istri. 
2) Jika ia telah hadir takkala akta kelahiran dibuat dan akta itu pun telah 
ditandatanganinya atau memuat pernyataan darinya, bahwa ia dapat 
menandataganinya. 
3) Jika si anak tak hidup takkala dilahirkan. 
Seorang suami yang tidak hadir serumah dengan istrinya dan ini harus 
dibuktikkan dengan sah selama 300 hari sebelum kelahiran seorang anak dari 
istrinya, maka ia tidak boleh mengingkari keabsahan anaknya itu (lihat pasal 
252 KUH Perdata), Pasal 253 KUH perdata menegaskan bahwa suami tidak 
boleh mengingkari keabsahan anak atas dasar perbuatan zina, kecuali jika lahir 
anak itu dirahasiakan terhadapnya dalam hal mana ia harus diperkenankan 
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membuktikkan dengan sempurna, bahwa ia bukan bapak dari anak itu. Dalam 
hukum perdata dikenal lembaga hukum yang bernama sceiding Van Tafel en 
Bed, sehubungan dengan lembaga ini, seorang suami dapat megingkari sahnya 
seorang anak yang dilahirkan oleh istrinya 300 hari setelah hari keputusan 
sceiding Van tafel en bed itu, memperoleh kekuatan yang pasti dari pengadilan 
(Pasal 254 KUH perdata). Dan anak yang lahir setelah 300 hari dan setelah 
perceraian ibu bapaknya, dia adalah anak di luar nikah (Pasal 255 KUH perdata). 
Pengingkaran seorang suami terhadap seorang anak yang dilahirkan oleh 
istrinya, harus melalui prosedur seperti yang diteta pkan oleh Pasal 256 KUH 
perdata. Prosedur adalah sebagai berikut:  
1) Suami harus memasukkan tuntutan perdata ke pemgadilan dalam tenggang 
waktu dua bulan. Kalau suami meninngal perkara bias diteruskan oleh ahli 
warisnya. 
2) Pengingkaran ini harus dilkukan dalam batas batas waktu yang telah 
ditentukan oleh undang-undang. Kalau si suami berdiam dikota kelahiran si 
anak tenggang waktu pengingkaran itu adalah satu bulan. Jika suami sedang 
bepergian, tenggang waktu pengingkaran adalah dua bulan terhitung sejak 
dalam ia kembali dari kepergiannya. Jika kelahiran anak itu disembunyikan 
oleh istrinya, tenggang waktunya adalah dua bulan sejak disembunyikannya 
itu diketahui. 
3) Penututan-penututan dimuka hakim harus dilakukan terhadap seorang 
sebagai tergugat yang harus ditetapkan lebih dahulu oleh hakim selaku wali 
dari anak, sedangkan ibu anak pun dalam perkara harus dipanggil dengan 
sah untuk didengar keterangannya (Pasal 260 KUH Perdata).  
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Anak yang lahir di luar pernikahan, dinamakan Natuurlijk Kind” ia dapat 
diakui atau tidak diakui oleh ayah atau ibunya. Menurut system yang dianut BW, 
dengan adanya keturunan di luar pernikahan saja belum terjadi suatu hubungan 
keluarga antara anak dengan orang tuanya. Barulah dengan pengakuan 
(erkenning) lahir suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat akibatnya 
(terutama hak mewaris) antara anak dengan anak yang mengakuinya, tetapi 
suatu hubungan kekeluargaan antara anak dengan keluarga si ayah atau ibu yang 
mengakuinya belum juga ada, hubungan itu hanya dapat di letakkan dengan 
pengesahan anak (wettging) yang merupakan suatu langkah yang lebih lanjut 
dari pengakuan, untuk pengesahan diperlukan kedua orang tua yang telah 
mengakui anaknya secara sah, pengakuan yang dilakukan pada hari pernikahan 
juga membawa pengesahan anak, orang tua yang telah kawin belum melakukan 
pengakuan terhadap anaknya yang lahir sebelum pernikahan, pengesahan anak 
itu hanya dapat dilakukan dengan “surat surat pengesahan” (brieven van 
Wettiging) oleh kepala Negara. Dalam hal ini Presiden harus meminta 
pertimbangan Mahkamah Agung. Pengakuan anak tidak dapat dilakukan secara 
diam-diam, tetapi harus dilkukan di muka pengawasan pencatatan sipil, dengan 
pencatatan dalam akte kelahiran anak tersebut, atau dalam akte perkawinan 
orang tuanya yang berakibat pengesahan) atau dalam suatu akte tersendiri dari 
pegawai pencatatan sipil, bahkan dibolehkan juga akte notaris.40 
c. Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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Anak sah di atur di dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 42, 
43 dan 44 Bab IX. Pasal 42: anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam 
atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43: (1) Anak yang dilahirkan 
diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 
keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan 
di atur dalam peraturan pemerintah. Dan Pasal 44: (1) Seseorang suami dapat 
menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat 
membuktikkan istrinya telah berzina dan anak itu akibat perzinaan tersebut. (2) 
Pengadilan memberikan keputusan tentang sah tidaknya anak atas permintaan 
pihak yang bersangkutan. Berkenaan dengan pembuktian asal usul anak, 
Undang-Undang Perkawinan tersebut di dalam Pasal 55 menegaskan: 
(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang 
autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 
(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, pengadilan dapat 
mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak stelah di adakan 
pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang memenuhi syarat.  
(3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi 
pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukuman pengadilan yang 
mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan. 
Di dalam pasal-pasal di atas ada beberapa hal yang diatur. Pertama, anak 
sah adalah yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah dan ada dua bentuk 
kemungkinan: anak sah lahir akibat perkawinan yang sah. Kedua, lawan anak 
sah adalah anak luar perkawinlah hukuman yang hanya memiliki hubungan 
perdata dengan ibunya, inspirasi UUP adalah hukum Islam yang mengatur anak 
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zina hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Ketiga, suami berhak 
melakukan pengingkaran atau penyangkalan terhadap sahnya seorang anak, 
keempat, bukti asal usul anak dapat dilakukan dengan akte kelahiran.41 
d. Perspektif Kompilasi Hukum Islam 
Di Indonesia masalah asal-usul anak ini terdapat beberapa ketentuan 
hukum yang berbeda-beda. Ini dapat dimengerti, karena pluralitas bangsa, 
utamanya dari segi agama dan adat kebiasaan, maka ketentuan hukum yang 
berlaku pun bervariasi.Setidaknya ada tiga hukum yang berlaku, yaitu hukum 
Islam, hukum perdata yang termuat dalam KUH Perdata dan hukum adat, 
sebagai hukum tidak tertulis. Masing masing hukum tersebut, selain mempunyai 
persamaan, namun dalam hal asal-usul anak memiliki perbedaan yang sangat 
signifikan, terutama yang berkaitan dengan segi-segi etika dan moral. Dan sudah 
tentu hukum Islamlah yang lebih menekankan pertimbangan moral. Ditegaskan 
oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Malik: “Aku diutus untuk 
menyempurnakan kebaikan akhlak”. 
 
Kompilasi Hukum Islam memberikan aturan aturan yang mirip untuk 
tidak mengatakan persis sama dengan aturan aturan yang terdapat di dalam 
Undang-Undang Perkawinan. Pasal 99 menegaskan anak yang sah adalah:  
1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah 
2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri 
tersebut 
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2. Anak Tidak Sah (Anak Diluar Nikah) 
Anak tidak sah atau anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh 
seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan 
perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. adapun pengertian diluar 
kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan 
keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah 
menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.42 
Menurut Herusko banyak faktor penyebab terjadinya anak luar kawin, 
diantaranya adalah: 
a. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak 
mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak 
mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.  
b. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan 
dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua 
orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan yang lain. 
c. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang menghamilinya itu tidak 
diketahui, misalnya akibat korban perkosaan. 
d. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak 
yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan 
suaminya. Ada kemungkinan anak diluar kawin ini dapat diterima oleh keluarga 
kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan 
pria yang menyetubuhinya. 
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e. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, 
anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah. 
f. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk 
menentukan lain, misalnya dalam agama Katolik tidak mengenal cerai hidup, 
tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak 
tersebut dianggap anak luar kawin. 
g. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan 
Negara melarang mengadakan perkawinan, misalnya Warga Negara Indonesia 
(WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapat izin dari Kedutaan 
Besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satu dari mereka telah 
mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut, anak 
ini dinamakan juga anak luar kawin. 
h. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak 
mengetahui kedua orang tuanya. 
i. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil 
dan/atau Kantor Urusan Agama. 
j. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama 
dan kepercayaannya serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor 
Urusan Agama Kecamatan.43 
Zina merupakan persetubuhan yang terjadi di luar nikah yang sah, bukan 
syubhat nikah dan bukan milik. Ada dua macam yang digunakan bagi zina, yaitu: 
a. Zina muhson yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah nikah. 
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b. Zina ghairu muhson yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah 
menikah, mereka berstatus perjaka atau perawan. Hukum Islam tidak 
menganggap bahwa zina ghairu muhson sebagai perbuatan biasa, melainkan 
tetap dianggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman. 
hukuman itu kuantitasnya berbeda, bagi pezina muhson dirajam sampai mati 
sedangkan yang ghairu muhson dicambuk sebanyak 100 kali. Anak yang 
dilahirkan sebagai akibat zina ghairu muhson disebut anak luar kawin.44 
Di samping hal di atas, hukum Islam juga menetapkan anak luar kawin 
adalah: 
a. Anak mula’nah, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di-li’an 
suaminya. Kedudukan anak mula’nah ini hukumnya sama saja dengan anak 
zina, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang me-li’an, tetapi mengikuti 
nasab ibu yang melahirkannya, ketentuan ini berlaku juga terhadap hukum 
kewarisan, perkawinan dan lain-lain. 
b. Anak syubhat, kedudukannya tidak ada hubungan nasab dengan laki -laki yang 
menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya.45 
Hukum Islam membedakan syubhat kepada dua bentuk, yaitu: 
a. Anak syubhat yang dilahirkan dari syubhat perbuatan. adalah hubungan seksual 
yang dilakukan karena suatu kesalahan, misalnya salah kamar, suami 
menyangka yang tidur di kamar A adalah istrinya, ternyata adalah iparnya atau 
wanita lain. Demikian pula istrinya menyangka yang datang ke kamarnya adalah 
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suaminya, kemudian terjadilah hubungan seksual dan menyebabkan hamil serta 
melahirkan anak luar kawin. 
b. Anak syubhat hukum yaitu anak yang dilahirkan dari suatu akad, misalnya 
seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian diketahui wanita yang 
dinikahi tersebut adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sepersusuan yang 
haram dinikahi. Dalam syubhat hukum, setelah diketahui adanya kekeliruan itu, 
maka isterinya haruslah diceraikan, karena merupakan wanita yang haram 
dinikahi dalam Islam.46 
Maka, apabila keduanya tidak mengetahui fasid (rusak) dan batilnya akad 
keduanya, maka keduanya tidak berdosa dan tidak dikenakan hukuman dan anak 
dinasabkan kepada bapaknya seperti pernikahan yang sah meskipun keduanya 
langsung dipisahkan karena fasidnya akad keduanya. Sedangkan apabila mereka 
telah mengetahui tentang fasid dan batilnya akad tersebut, maka tidak syah dan 
wajib dikenakan hukuman kemudian anak tidak dinasabkan kepada bapaknya. 
Kompilasi Hukum Islam memberikan aturan aturan yang mirip untuk tidak 
mengatakan persis sama dengan aturan aturan yang terdapat di dalam Undang-
Undang Perkawinan, yaitu pada Pasal 100: Anak yang lahir diluar perkawinan 
hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Selanjutnya 
Pasal 101 dan 102 menyangkut keadaan suami yang megingkari sahnya anak dan 
proses yang harus ditempuhnya jika ia menyangkal anak yang dikandung atau 
dilahirkan oleh istrinya. lebih jelasnya dinyatakan didalam Pasal 101 sebagai 
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berikut: “Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak 
menyangkalnya, dapat meneguhkan pegingkarannya dengan li’an.” 
Masalah li’an, seperti yang diatur dalam Pasal 101 dan tenggang waktu 
untuk mengajukannya ke Pengadilan Agama teknisnya ditunjukkan dalam Al-
Qur’an surat An-Nur ayat 6-7, yang artinya: “Dan orang-orang yang menuduh 
isterinya (berzina) padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri 
mereka sendiri, maka persaksian orang itu adalah empat kali bersumpah dengan 
nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan 
(sumpah) yang kelima, bahwa la’nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang 
yang berdusta.” 
Jika si isteri yang dituduh tadi mengingkari tuduhan suaminya, maka dia 
juga diminta bersumpah empat kali dan yang kelima ia bersedia menerima laknat 
dari Allah apabila dia berdusta. sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nur ayat 
8-9, yang artinya: “Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat 
kali atas nama Allah, sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-
orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika 
suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.” 
Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam juga tidak merinci batas minimal dan 
maksimal usia bayi dalam kandunga sebagai dasar suami untuk menyangkal sahnya 
anak yang dilahirkan oleh isterinya. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 102 bahwa: 
a. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, 
mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari 
sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah 
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suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat 
yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. 
b. Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat 
diterima. 
Batasan 180 hari atau 6 bulan diatas ternyata tidak menjelaskan batas 
minimal usia kandungan, demikian juga 360 hari bukan menunjuk batas maksimal 
usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan batas waktu untuk 
mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. Al-Qur’an memberi petunjuk 
yang jelas tentang masalah ini.47 Batas minimal usia bayi dalam kandungan adalah 
6 bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. 
Ketentuan ini diambil dari firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Ahqaf 
ayat 15 yang artinya “….mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 (tiga 
puluh) bulan (dua setengah tahun).”48 Demikian halnya, Al-Qur’an surat Luqman 
ayat 14, yang artinya: ”Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambahtambahdan menyapihnya dalam dua tahun (dua puluh empat bulan). 
Kedua ayat tersebut, oleh Ibnu Abbas dan disepakati para ulama, ditafsirkan 
bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan 
menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah 
bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh 
empat bulan. Berarti bayi membutuhkan 30-24 bulan = 6 bulan dalam kandungan.49 
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Pelaksanaan dari ketentuan pasal ini, besar kemungkinan akan 
mendatangkan kesulitan, setidak-tidaknya bagi pihak yang terlanjur hamil lebih 
dahulu, sebelum akad nikah dilaksanakan, termasuk dalam hal ini Pe gawai Pencatat 
Nikah. Pertanyaan pokok yang penting dikemukakan di sini adalah bagaimana 
status hukum wanita hamil. Di mana mayoritas ulama (jumhur) yang tetap 
membolehkan kawin bagi laki-laki dengan perempuan hamil meskipun tercela, 
boleh jadi karena pengaruh hukum barat yang telah diresepsi oleh hukum adat.50 
Pada hukum adat tidak dijumpai keterangan yang jelas mengenai perzinaan. 
Menurut hukum adat di beberapa daerah di Indonesia, yang dianggap melakukan 
zina itu hanya kaum isteri dan dipandang melanggar hak suami. Maka tidak heran, 
jika pada masyarakat tertentu terjadi reaksi negatif yang keras terhadap seorang ibu 
yang berzina kemudian melahirkan anak tanpa perkawinan yang resmi. Sanksi 
hukum yang dijatuhkan, kedua ibu anak diasingkan dari masyarakat, dibunuh atau 
dipersembahkan kepada raja sebagai budak. Alternatif yang kemudian ditempuh, 
untuk mencegah supaya ibu dan anak tidak tertimpa nasib seperti di atas, maka 
dilakukan berbagai cara lain: 
a. Kawin paksa, yaitu perkawinan yang dipaksakan pada laki-laki yang ditunjuk 
oleh si perempuan, baik karena laki-laki yang menghamilinya atau 
kadangkadang tidak demikian. 
b. Kawin darurat, yaitu perkawinan dengan sembarang laki-laki, misalnya kepala 
desa, dengan perempuan yang hamil, supaya anak yang lahir itu terlahir dalam 
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hubungan perkawinan. Menurut adat Jawa, hal ini disebut nikah tambelan, adat 
Bugis disebut patongkogsi sirig penutup malu.51 
Anak sah menurut hukum positif termasuk didalamnya hukum Islam di 
Indonesia, adalah anak yang lahir dari atau akibat dari perkawinan yang sah. 
Sepanjang bayi itu lahir dari ibu yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah. 
Tampaknya, Kompilasi Hukum Islam juga tidak membicarakan hubungan nasab ini 
secara tegas, kecuali bayi yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, kecuali 
apabila suami mengajukan li’an. Jadi secara implisit dapat dipahami, bahwa anak 
yang lahir dari atau dalam ikatan perkawinan yang sah, baik perkawinan itu darurat, 
tambelan, penutup malu, tanpa mempertimbangkan tenggang waktu antara akad 
nikah dan kelahiran si bayi, maka status anaknya adalah sah. Ini membawa implikasi 
bahwa anak yang “hakekat”nya anak zina, secara formal dianggap anak sah. 
Pasal 103 berbicara mengenai asal-usul seorang anak yang hanya dapat 
dibuktikan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, Pasal 103 persis dengan Pasal 55  
Undang-Undang Perkawinan. Selanjutnya Pasal 104 mengatur tentang biaya susuan 
yang menjadi beban ayah dan keluarga pihak ayah. Kompilasi Hukum Islam 
menjelaskan lebih jauh berkenaan dengan anak sah menyangkutnya batalnya 
keabsahan seorang anak walaupun lahir dalam perkawinan yang sah.  
Pembatalan ini terjadi akibat pegingkaran suami. Seorang suami yang 
mengingkari sahnya seorang anak yang dilahirkan sedangkan istrinya tidak 
menyangkalnya, maka suami dapat menguatkan pegingkaran itu dengan li’an. Li’an 
secara bahasa berarti laknat. Seacara termonologis, Li’an adalah putusnya 
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perkawinan karena si suami menuduh istrinya berzina dan si istri menolak dengan 
tuduhan itu. Keduanya menguatkan pendirian mereka dengan sumpah. Kompilasi 
Hukum Islam mengantisipasi kemungkinan kemungkinan yang terjadi akibat 
kemajuan tekhnologi kedokteran seperti bayi tabung. Di dalam Pasal 99 Kompilasi 
Hukum Islam dinyatakan hasil pembuahan hasil suami istri yang sah di luar rahim 
dan di lahir kan oleh istri tersebut. Maksudnya pembuahan anak diluar kawin itu sah 
dan dibolehkan selama pembuahan itu berasal dari sperma suami istri yang sah dan 
dilahirkan oleh istrinya sendiri. Sebaliknya, tidak dibenarkan menyewa rahim 
wanita lain.52 
Lebih lanjut Kompilasi menjelaskan tentang li’an dalam Pasal 125, 127, dan 
128: Pasal 125 KHI berbunyi: “Li’an menyebeakan putusnya perkawinan antara  
suami isteri untuk selamalamanya.” Pasal 126 KHI berbunyi: “Li’an terjadi  
karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam 
kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan 
atau pengingkaran tersebut.” Pasal 127 KHI berbunyi: Tata cara li’an diatur sebagai 
berikut: 
a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran 
anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata -kata “Laknat Allah atas 
dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkarantersebut dusta”. 
b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat 
kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti 
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sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau 
pengingkaran tersebut benar”. 
c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak 
terpisahkan. 
d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap 
tidak terjadi li’an. 
Pasal 128 KHI berbunyi: “Li’an hanya sah apabila dilakukan dihadapan 
sidang Pengadilan Agama.” Maksud Pasal 128 KHI adalah dalam rangka 
mewujudkan tertib hukum dan administrasi. Dengan pelaksanaan li’an dihadapan 
sidang pengadilan, akan dapat diberikan surat keterangan telah terjadinya li’an. Juga 
dapat diketahui akibat-akibat hukumnya yang timbul. Adapun pembuktian asal usul 
anak, Undang-Undang Perkawinan mengaturnya dalam Pasal 55 dan Kompilasi 
menjelaskannya dalam Pasal 103 yang isinya sama:  
a. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat 
bukti lainnya. 
b. Bila akta kelahiran atau akta lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka 
Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang 
anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti -bukti yang 
sah. 
c. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) maka Instansi Pencatat 
Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan. 
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BAB III  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Tinjauan Yuridis Anak Luar Nikah dalam Hukum Positif di Indonesia 
1. Anak Luar Kawin dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan  
Konsep anak luar kawin dalam Undang-Undang Perkawinan sangat terkait 
dengan keberadaan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dari 
sudut sejarah kelahirannya, bahwa Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan itu semula 
dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang diajukan ke Dewan 
Perwakilan Rakyat, substansi pasal tersebut terdapat pada Pasal 49 yang terdiri atas: 
ayat (1) yang menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya; ayat (2) 
menentukan bahwa anak yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diakui oleh 
ayahnya; dan ayat (3) menentukan bahwa anak yang dimaksud ayat (2) pasal ini 
dapat disahkan dengan perkawinan kedua orang tuanya.  
Usulan Pasal 49 Rancangan Undang-Undang Perkawinan tersebut mendapat 
penolakan, dan akhirnya disepakati bahwa substansinya diletakkan dalam Pasal 43, 
pada ayat (1) bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya; ayat (2) bahwa kedudukan anak tersebut ayat (1) 
di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Akibat hukum dari ada 
atau tidaknya pranata perkawinan dari orang tua, dalam arti apakah perkawinan 
tersebut dilakukan sesuai atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan 
akan berkorelasi secara langsung terhadap status hukum seorang anak. Dalam 
Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa tiap-tiap perkawinan harus dilakukan 
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berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan 
ayat (2) yang menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Jadi, dari sudut pandang Undang-Undang 
Perkawinan bahwa suatu perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan memenuhi 
syarat materiilnya, yaitu sesuai hukum agama dan kepercayaannya serta memenuhi 
syarat formilnya, yaitu berupa kewajiban administrasi bahwa terhadap perkawinan 
itu dilakukan suatu pencatatan di hadapan pegawai yang berwenang. Selanjutnya 
jika di kemudian hari dari perkawinan tersebut melahirkan anak, maka anak tersebut 
berkedudukan sebagai anak sah (Anak sah menurut Pasal 42 Undang-Undang 
Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat akibat 
perkawinan yang sah). 
Berdasarkan aturan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa anak yang 
dilahirkan tidak dilandasi dengan suatu perkawinan yang sah secara a contrario 
berkedudukan sebagai anak tidak sah. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 
Perkawinan bahwa anak tidak sah disebut sebagai anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan (Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya). Namun, jika dikaji lebih lanjut dalam 
pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan, maupun dalam bagian 
penjelasannya tidak dinyatakan dengan tegas apakah dua ayat dalam Pasal 2 yang 
terdiri atas ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan satu kesatuan untuk sahnya 
perkawinan; ataukah ayat (1) dapat secara mandiri tanpa ada kaitan dengan ayat (2).  
Ketidaktegasan maksud dari norma hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat 
(2) tersebut menimbulkan perbedaan dalam memahaminya, yaitu kelompok 
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pertama, mereka yang memahami bahwa ayat (1) dapat secara mandiri untuk 
sahnya suatu perkawinan tanpa ada kaitan dengan ayat (2), yang membawa 
konsekuensi hukum, bahwa perkawinan sah apabila telah dilakukan menurut 
masing-masing agama. Dengan kata lain kesahan suatu perkawinan menjadi domain 
hukum agama dan kepercayaan mempelainya. Kelompok kedua, adalah mereka 
yang memahami ayat (1) dan ayat (2) menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, 
membawa konsekuensi bahwa kesahan suatu pernikahan tidak cukup hanya 
dilakukan berdasarkan agama, tetapi harus dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  
Terkait dengan pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, 
lebih lanjut dijelaskan pada Bagian Penjelasan Umum angka 4 huruf (b) Undang-
Undang Perkawinan yang memuat asas-asas atau prinsip-prinsip dalam undang-
undang ini, menyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan 
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping 
itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan 
peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, 
kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga 
dimuat dalam daftar pencatatan.  
Jadi, pencatatan perkawinan merupakan suatu prosedur atau syarat 
administrasi yang diwajibkan undang-undang terhadap setiap peristiwa hukum, 
seperti halnya pencatatan kelahiran atau kematian yang dimuat dalam suatu daftar 
pencatatan. Kewajiban pencatatan akan berhubungan dengan akibat hukum yang 
ditimbulkan dari peristiwa hukum tersebut, sehingga suatu perkawinan yang 
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dilangsungkan, baru akan mengandung kekuatan hukum jika perkawinan itu 
memenuhi segi-segi hukum formal, yaitu tindakan pencatatan di Kantor Urusan 
Agama (KUA) bagi mereka yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi 
mereka yang bukan beragama Islam.53 
Ketiadaan akta perkawinan sebagai alat bukti yang sempurna juga berakibat 
kepada status anak-anak yang dilahirkan tidak mendapat jaminan. Jika dilihat secara 
sepintas lalu, terkesan bahwa undang-undang seolah-olah membatasi hak perdata 
warganya untuk melangsungkan perkawinan sebagai konsekuensi hak asasi yang 
melekat padanya karena adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan. Namun 
sebenarnya pencatatan perkawinan itu adalah dalam rangka perlindungan hukum 
yang diakui oleh negara, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 28J ayat (1) 
UUD 1945 bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di samping itu, dalam Pasal 
28J ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa dalam menjalankan hak dan 
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh 
undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan 
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.  
Jadi menurut penulis, kewajiban pencatatan dalam suatu perkawinan adalah 
dalam rangka melindungi pranata perkawinan yang bersangkutan dari pihak-pihak 
yang dapat merugikannya dan berdasarkan konstitusi bahwa negara dibolehkan 
                                                  
53 Witanto, D.Y., Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya 
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mengatur hak asasi warganya. Sehubungan dengan hal di atas, dapat ditarik benang 
merah bahwa perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang adalah yang 
memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), yaitu perkawinan yang sah dilakukan 
menurut hukum agama dan kepercayaan mempelai dan terhadap perkawinan itu 
dibuktikan dengan adanya akta perkawinan yang dikeluarkan oleh negara karena 
telah dilakukan pencatatan sebagai suatu kewajiban administrasi yang berdampak 
pada pengakuan dan perlindungan hukumnya.  
Efektif atau tidaknya pemenuhan syarat perkawinan yang ditentukan Pasal 
2 Undang-Undang Perkawinan sangat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku hukum 
dari subjek hukum dalam mentaatinya. Menurut Lawrence M. Friedman bahwa 
sikap dan perilaku hukum merupakan sikap-sikap, nilai-nilai, pendapat-pendapat 
dan perilaku-perilaku masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum dan beragam 
bagiannya adalah bagian dari kultur hukum yang dianut masyarakat yang 
menentukan kapan, mengapa, dan di mana orang-orang menggunakan hukum, 
institusi hukum atau proses hukum; dan kapan mereka menggunakan institusi 
lainnya atau tidak melakukan apapun.54 Secara sosiologis menurut penulis terdapat 
beberapa jenis pranata yang dapat ditimbulkan dari hubungan antara seorang laki-
laki dengan seorang perempuan berdasarkan pemenuhan Pasal 2, yaitu:  
a. Perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan 
ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu dilakukan secara sah menurut 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dilakukan 
                                                  
54 Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) 
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pencatatan yang menerbitkan akta perkawinan, sehingga perkawinan itu 
mendapat pengakuan negara dan perlindungan hukum, termasuk anak yang 
dilahirkan. Pranata perkawinan inilah yang sangat dikehendaki oleh Undang-
Undang Perkawinan.  
b. Perkawinan yang hanya memenuhi Pasal 2 ayat (1) namun tidak memenuhi ayat 
(2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu dilakukan secara sah menurut hukum 
masing-masing agama dan kepercayaannya, tetapi tidak dicacat. Konsekuensi 
dari tidak dilakukan pencatatan, maka tidak teregistrasi secara resmi, sehingga 
tidak dapat diterbitkan akta perkawinan sebagai bukti kekuatan hukum akan 
keberadaan perkawinan tersebut. Oleh karena tidak adanya kekuatan hukum 
bahwa kedua orang tuanya pernah melakukan perkawinan, maka anak yang 
dilahirkan tidak diakui juga dimata hukum, sehingga berkedudukan sebagai 
anak yang dilahirkan di luar perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang 
Perkawinan. Anak tersebut dalam kehidupan sosial sering disebut anak dari 
perkawinan sirri. 
c. Perkawinan yang hanya memenuhi Pasal 2 ayat (2) namun tidak memenuhi ayat 
(1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu suatu perkawinan yang tidak sah 
menurut hukum agama dan kepercayaannya, tetapi dilakukan pencatatan 
berdasarkan surat bukti perkawinan yang telah dilakukan. Hal ini terjadi pada 
perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang berbeda agama di luar 
negeri antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara 
Indonesia dengan warga negara asing, yang selanjutnya dalam waktu 1 (satu) 
tahun setelah suami-isteri tersebut kembali di wilayah Indonesia, surat bukti 
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perkawinan mereka didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat 
tinggal mereka (Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan). 
d. Hal ini dimungkinkan terjadi karena perkawinan di negara lain tidak melibatkan 
hukum agama sebagai syarat sahnya perkawinan, kesahan perkawinan tersebut 
hanya disandarkan pada pencatatan di hadapan pejabat yang berwenang dan 
selanjutnya dituangkan dalam surat bukti perkawinan, surat bukti perkawinan 
itulah yang dijadikan dasar pencatatan di Indonesia. Jadi, akibat hukum yang 
terjadi setelah adanya perkawinan tersebut adalah sah, termasuk anak yang 
dilahirkan dalam perkawinan mendapat pengakuan sah negara dan perlindungan 
hukum.  
e. Pranata hubungan di luar perkawinan, yaitu suatu hubungan seorang laki-laki 
dengan seorang perempuan yang sama sekali tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) 
dan ayat (2), merupakan hubungan biologis tanpa ikatan perkawinan 
sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Perkawinan. Undang-undang 
tidak mengakuinya sebagai suatu pranata perkawinan, sehingga anak yang 
dilahirkan berkedudukan sebagai anak tidak sah atau anak di luar perkawinan, 
dan dalam kehidupan sosiall anak ini sering disebut sebagai anak zina.  
Jadi, anak luar kawin dalam konsep Undang-Undang Perkawinan adalah 
anak yang lahir dari perkawinan tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan (2), meliputi 
anak dari perkawinan sirri dan anak zina. Perkawinan sirri merupakan perkawinan 
yang tidak dicatat atau sirri disebabkan oleh masyarakat yang miskin tidak mampu 
membayar biaya perkawinan, lokasi Kantor Urusan Agama yang jauh, sehingga 
tidak ada inisiatif mengurusnya, dan adanya masyarakat yang menilai bahwa tidak 
melakukan pencatatan perkawinan bukan termasuk suatu kejahatan. Di samping, 
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disebabkan faktor kemiskinan yang tidak mampu membayar biaya nikah, ada juga 
karena pihak pria masih terikat perkawinan dengan perempuan lain yang belum 
mendapat persetujuan dari isterinya maupun izin dari pengadilan.  
2. Anak Luar Kawin dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak menentukan 
secara tegas siapa yang dapat disebut sebagai anak luar kawin. Dalam Pasal 272 
hanya menentukan bahwa kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau 
dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar perkawinan, dengan 
kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua 
itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang 
atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.  
Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin yang 
dapat diakui atau disahkan merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi 
tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah 
dengan ibu anak tersebut, dan tidak termasuk kelompok anak zina dan anak-anak 
sumbang.55 Jadi, dapat ditegaskan bahwa anak luar kawin dalam arti sempit adalah 
anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan pria dan wanita di luar perkawinan 
yang sah, di mana di antara mereka tidak terkena larangan kawin atau tidak sedang 
terikat perkawinan dengan orang lain. Terhadap anak luar kawin ini dapat dilakukan 
pengakuan atau pengesahan sebagaimana diatur dalam Pasal 280 dan Pasal 281 
dalam Pasal 272, Pasal 274, dan Pasal 275 KUH Perdata. 
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Pasal 280 KUH Perdata menentukan bahwa dengan pengakuan yang 
dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara si 
anak dan bapak atau ibunya. Pasal 281 KUH Perdata menentukan bahwa pengakuan 
terhadap seorang anak luar kawin, apabila yang demikian itu tidak telah dilakukan 
dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat 
dilakukan dengan tiap-tiap akta. Pasal 272 KUH Perdata menentukan bahwa kecuali 
anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang 
diperbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, 
akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya 
menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan 
dalam akta perkawinan sendiri. Pasal 274 KUH Perdata menentukan bahwa jika 
kedua orang tua sebelum atau tatkala berkawin telah melalaikan mengakui anak-
anak mereka, maka kelalaian ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan Presiden, 
yang mana akan diberikan setelah didengarnya nasihat Mahlamah Agung. 
3. Anak Luar Kawin dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam  
Persoalan tentang anak luar kawin dari sudut pandang hukum Islam, tidak 
bisa dilepaskan dari konsep perzinaan. Rumusan perbuatan zina menurut konsepsi 
Islam tersebut tidak melihat apakah pelakunya sedang terikat dalam perkawinan 
atau tidak dengan orang lain, apakah keduanya masing-masing berstatus lajang 
ataukah di antara keduanya sudah pernah kawin, tetapi lebih pada hubungan itu 
dilakukan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah. Zina merupakan hubungan 
kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain 
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tidak terikat dalam hubungan perkawinan.56 Jika dalam perbuatan zina tersebut 
mengakibatkan lahirnya seorang anak, maka anak tersebut adalah anak luar kawin 
yang disebut anak zina.  
Kompilasi Hukum Islam secara substansial dengan tegas mengatur tentang 
persoalan perkawinan. Dalam Pasal 14 mengatur bersifat kumulatif dan imperatif, 
dalam arti tidak akan terjadi perkawinan tanpa adanya kelima rukun tersebut. Di 
samping itu, menurut hukum Islam kedua calon mempelai telah baligh, sedangkan 
menurut Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 6 dan 7, antara lain bahwa 
perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; untuk 
melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu 
) tahun harus mendapat izin kedua orang tua; dan perkawinan hanya diizinkan jika 
pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 
mencapai umur 16 (enam belas) tahun.  
Suatu perkawinan dapat juga menjadi tidak sah menurut hukum Islam 
sebagaimana yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab VI tentang 
Larangan-larangan Perkawinan. Ketentuan-ketentuan larangan perkawinan yang 
terdapat dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 tersebut pada prinsipnya 
mengandung dua kelompok larangan, yaitu:  
a. Larangan yang bersifat mutlak,  
b. Larangan yang bersifat relatif,  
Akibat hukum yang harus ditanggung jika seorang pria dengan seorang 
wanita melakukan perkawinan sedangkan perkawinan itu terlarang baginya 
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sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi hukum 
Islam, perkawinan tersebut adalah tidak sah dan jika melahirkan anak sebagai 
keturunannya, maka anak tersebut merupakan anak luar kawin (anak hasil zina). 
Perkawinan yang dikehendaki Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan sah 
sebagaimana Pasal 4, dilakukan pencatatan yang dibuktikan dengan Akta nikah, 
sehingga mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), 
Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).  
Jadi, anak luar kawin dalam konsep Kompilasi Hukum Islam sama dengan 
Undang-Undang Perkawinan, meliputi anak dari perkawinan sirri dan anak zina. 
Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat ditarik benang merah bahwa anak 
luar kawin dan sekaligus yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah setiap 
anak yang dilahirkan dari hubungan orang tua yang tidak terikat sama sekali dalam 
perkawinan atau dari perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang 
Perkawinan. Anak luar kawin yang tersebut meliputi pemaknaan dari sudut pandang 
Undang-Undang Perkawinan, KUH Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan 
demikian yang termasuk anak luar kawin tersebut adalah:  
a. Anak luar kawin dalam konsep Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi 
Hukum Islam, meliputi:  
1) Anak dari perkawinan perkawinan yang tidak dicatat/perkawinan sirri.  
2) Anak yang lahir dari orang tua yang tidak terikat perkawinan (anak zina).  
b. Anak luar kawin dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam 
arti luas, yang meliputi:  
1) Anak luar kawin dalam arti sempit,  
2) Anak sumbang, dan 
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3) Anak zina.  
Pada kasus perkara Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Bbs, Pemohon I menikah 
Secara Sirri dengan Pemohon II, Pemohon II pada saat itu belum Mempunyai Akta 
Cerainya jadi Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan Pernikahan Sirri, dan atas 
dasar tersebut maka kedua orang tua Pemohon I dan Pemohon II mengarahkan agar 
cepat terlaksa pernikahanya. Selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan 
Pemohon II hidup bersama dirumah Pemohon II yang beralamat di Dukuh Timbang 
RT 002/ RW 007, Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, sampai 
hingga sekarang dan berjalan harmonis layaknya suami istri dan dalam keadaan 
Ba’da Ad dukhul serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama : XXXXX (laki-
laki), tempat tanggal lahir Brebes, 24 Agustus 2017 umur 2 (dua) tahun anak 
tersebut lahir pada saat Pernikahan Sirri secara hukum Islam. Pemohon I dengan 
pemohon II pada saat itu hanya menikah secara hukum Islam dan perkawinan 
tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agamakecamatan Tonjong, Kabupaten 
Brebes. 
Berdasarkan analisis penulis, pernikahan yang hanya memenuhi Pasal 2 ayat 
(1) namun tidak memenuhi ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu dilakukan 
secara sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, tetapi tidak 
dicacat. Konsekuensi dari tidak dilakukan pencatatan, maka tidak teregistrasi secara 
resmi, sehingga tidak dapat diterbitkan akta perkawinan sebagai bukti kekuatan 
hukum akan keberadaan perkawinan tersebut. Akibat dari perkawinan tersebut anak 
yang dilahirkan merupakan anak luar kawin.  
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B. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir di Luar Nikah pada Perkara 
Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Bbs 
Hukum perlindungan anak yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia 
hanya sebatas mengatur perlindungan anak di dalam tataran konvensional, seperti 
hak dan kewajiban anak, pemeliharaan orang tua (alimentasi) oleh anak, pengakuan 
anak, pengesahan anak, dan lain-lainnya yang umumnya ditemukan dalam beberapa 
sistem hukum baik menurut sistem Hukum Perdata Barat (KUH Perdata), sistem 
Hukum Adat, sistem Hukum Islam, maupun di dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan, misalnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan, dan lain-lainnya. 
Perkembangan aspek hukum baru bersifat kontemporer menyangkut anak 
belakangan ini menjadi topik perhatian aktual ialah perlindungan hukum terhadap 
anak di luar nikah. Status hukum anak di luar nikah dalam substansi hukum 
perlindungan anak yang bersifat konvensional dalam sistem Hukum Perdata Barat 
(KUHPerdata), hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau 
keluarga ibunya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga menentukan sama, 
sebagaimana dalam ketentuannya dalam Pasal 43 ayat (1) berbunyi: “Anak yang 
lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 
keluarga ibunya”. 
Hak keperdataan anak di luar nikah tersebut menimbulkan pengaruh besar 
dan luas terhadap sang anak, oleh karena tidak mendapatkan perlindungan hukum, 
seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak, termasuk hak anak untuk mewaris. 
Kedudukan anak di luar nikah tersebut akan menjadi beban bagi ibunya dan 
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keluarga ibunya, dan status hukum anak juga tidak terjangkau oleh hukum seperti 
dalam penentuan keabsahan anak seperti status akta kelahiran anak. Padahal, di 
dalam kelahiran anak di luar nikah sang anak tidak berdosa sama sekali melainkan 
perbuatan hubungan antara kedua orangtuanya yang menyebabkan kelahirannya ke 
muka bumi ini. Keabsahan anak terkait erat dengan keabsahan suatu perkawinan 
antara kedua orangtuanya. Peraturan perundangan menentukan anak sah adalah 
anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.  
Perkara Perdata Nomor: 127/Pdt.P/2019/PA.Bbs merupakan salah satu 
perkara permohonan penetapan anak biologis, di mana pada, tanggal 26 Agustus 
2016, jam 07.00 WIB Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara Hukum 
Islam (Sirri) di Dukuh Timbang RT 002/ RW 007, Desa Tonjong, Kecamatan 
Tonjong, Kabupaten Brebes dengan Pemohon II. Pada saat pernikahan tersebut wali 
nikahnya adalah orang tua mempelai perempuan yang bernama Watap bin Sobari, 
alamat di Dukuh Timbang RT 002/ RW 007, Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, 
Kabupaten Brebes sedangkan saksi nikahnya masing-masing bernama: Kasori bin 
Sein dan Medi Rosadi bin Sumardi. Dalam akad nikah antara pemohon I dan 
Pemohon II, ijab diucapkan oleh Ust. H. Maulana yang mewakili orang tua 
Pemohon II yang bernama Watap bin Sobari sekaligus wali nikah pemohon II dan 
Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 
10.000 dan dibayar tunai, serta tidak ada perjanjian perkawinan.  
Pada saat Pemohon I menikah secara Sirri dengan Pemohon II, Pemohon II 
pada saat itu belum mempunyai Akta Cerainya jadi Pemohon I dan Pemohon II 
melaksanakan Pernikahan Sirri, dan atas dasar tersebut maka kedua orang tua 
Pemohon I dan Pemohon II mengarahkan agar cepat terlaksa pernikahanya. Selama 
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pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama hingga 
sekarang dan berjalan harmonis layaknya suami istri dan dalam keadaan Ba’da Ad 
dukhul serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki, tempat tanggal lahir Brebes, 24 
Agustus 2017 umur 2 (dua) tahun anak tersebut lahir pada saat Pernikahan Sirri 
secara hukum Islam. 
Anak tersebut dilahirkan pada saat pernikahan secara hukum Islam di Dukuh 
Timbang RT 002/RW 007, Desa Tonjong, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes 
adalah benar anak dari Pemohon I dan Pemohon II. Anak tersebut belum 
mempunyai akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil 
Brebes, namun di KK yang tertulis bernasab kepada Ibu Pemohon II. Karena 
Pemohon I dengan pemohon II pada saat itu hanya menikah secara hukum Islam 
dan perkawinan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Tonjong, Kabupaten Brebes.  
Pada tanggal 24 Agustus 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah 
melangsungkan Pernikahan lagi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonjong, 
Kabupaten Brebes, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 0504/77/VII/ 2018 
tanggal 24 Agustus 2018. Anak tersebut dilahirkan pada saat pernikahan secara 
hukum islam di Dukuh Timbang RT 002/ RW 007, Desa Tonjong, Kecamatan 
Tonjong, Kabupaten Brebesadalah benar anak dari Pemohon I dan Pemohon II. 
Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II yakin anak tersebut adalah anak Pemohon 
I dan Pemohon II maka memohon agar akta kelahiran bernasab kepada ayah 
Pemohon I. Karena akta kelahiran anak tersebut belum ada maka Pemohon I dengan 
Pemohon II sangat membutuhkan Akta Kelahiran tersebut untuk melengkapi 
dokumen-dokumen lain. 
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Karena akta kelahiran anak tersebut belum ada maka Pemohon I dengan 
Pemohon II sangat membutuhkan Akta Kelahiran tersebut untuk melengkapi 
dokumen-dokumen lain. Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Brebes 
berkenan menetapkan anak tersebut yang bernama XXXXX adalah anak dari 
Pemohon I dan Pemohon II. Untuk memperkuat dalil Permohonannya, para 
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: 
1. Foto copy sah KTP atas nama Pemohon I, Muhamad Agus Priyanto NIK 
33290606088 20005 yang dikeluarkan Disdukcatpil Kab. Brebes. 
2. Foto copy sah KTP atas nama Pemohon II, Wastini NIK 3329065501860002 
yang dikeluarkan Disdukcatpil Kab Brebes. 
3. Foto copy sah Akte Cerai atas nama P ll Wastini No.1320/AC/2017/PA Bbs 
tanggal 29 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Brebes. 
4. Foto copy sah kutipan Akte Nikah atas nama Muhamad Agus Priyanti dg 
Wastini nomor 0504/77/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kec Tonjong 
kab Brebes. 
5. Foto copy sah Kartu Kelurga atas nama muhamamad Agus Priyanto No. 
3329060211180009 yang dikeluarkan Disdukcatpil Kab Brebes. 
6. Surat keterangan dari Bidan penolong persalinan desa Tonjong tetanggal 28 
Agustus 2017. 
Disamping bukti surat-surat tersebut diatas para Pemohon juga 
menghadirkan saksi saksi yang dahulu sebagai saksi pernikahan yaitu: 
XXXXXXXX tempat tanggal lahir Brebes, 20-08-1961 alamat XXXXXX kab 
Brebes, dan XXXXXXX tempat tanggal lahir Brebes 003-08-1973 alamat 
XXXXXXX Kab Brebes dibawah sumpah memberikan keterangan. 
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Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Undang-
Undang No. 1 thn 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 103 ayat (1) dan (2) 
Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak 
terhadap satu orang anaknya yang bernama: XXXXX , Para Pemohon kesulitan 
dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum 
Para Pemohon melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Tonjong , Kabupaten Brebes. 
Berdasarkan pemeriksaan perkara di persidangan telah diteliti dan 
dipertimbangkan secara teliti pengakuan Para Pemohon, bukti surat P.1 sampai 
dengan P.6 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pihak yang 
berperkara, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta bahwa pada mulanya Para 
Pemohon telah menikah secara Syari'at Islam( sirri ) pada tanggal 26 agustus 2016 
di Dk Timbang Rt 002 Rw 007 desa Tonjong Kecamatam Tonjong Kabupaten 
Brebes , dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Watap bin Sobari, 
di hadapan 2 orang saksi Kasori bin Sein Saksi Nikah 1 dan Medi Rosadi Sumardi 
Saksi Nikah 2. Pengucapan ijabnya diaqadkan oleh Ustad Maulanan. Setelah 
menikah mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberi nama XXXXX, 
anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang 
keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai biologis dari Para Pemohon. 
Ketika pernikahan tersebut Pemohon II telah di tinggal oleh suaminya terdahulu 
yang bernama Hery selama 5 tahun tidak pernah pulng, tidak pernah memberi 
nafkah, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya. Kemudian 
Pemohon II mengajukan gugatan cerai secara resmi ke Pengadilan Agama Brebes 
dengan perkara nomor 4417/Pdt. G/ 2016 /PA Bbs putu tgl 20 april 2017 dengan 
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Akte Cerai Bo. 2430/AC/2017/PA Bbs, Tgl. 20 Juli 2017. Kemudian Pemohon I 
dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi yang tercatat di kantor 
KUA Kecamatan Tonjong Kab Brebes dengan Kutipan Akte Nikah No. 
0504/77/VIII/2018 tagl 24 Agustus 2018.  
Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan Pasal 103 ayat 
(1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan 
Para Pemohon (menurut pendapat sebagian Ulama Fiqh dalam kitab-kitab klasik, 
dan itu masih menjadi keyakinan sebagian masyarakat) telah sesuai dengan 
ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya 
saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana 
yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2), Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang 
Pernikahan, karena hanya dilangsungkan di hadapan seorang Kyai/ustad. Oleh 
karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon 
tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan 
menurut Hukum Munakahat Islam.  
Oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon tersebut 
bernama XXXXX, adalah dari atau akibat perkawinan P l dan P II, maka secara 
otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah biologis 
Pemohon I dan Pemohon II (vide pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia). 
Dalam hal ini majelis hakim juga menggunakan pertimbangan sejalan dengan dalil 
fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V 
halaman 690, yang artinya “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah 
merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah 
nyata terjadi suatu pernikahan,walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau 
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pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu 
(tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah 
ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak 
dari suami isteri (yang bersangkutan)”. 
Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang yudisial review Pasal 43 
ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tinjauan 
tentang perkawinaan bukan hanya teksual ketentuan melainkan harus 
mempertimbangkan tentang kemaslahatan terutama bagi hak-hak anak dimasa 
mendatang. Memperhatikan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan dari 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak mamerlukan 
jaminan perlindungan hidup, kesehatan, pendidikan dan pertumbuhan anak sebagai 
warga negara. Majelis juga memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang No. 
23 Tahun 2006 tentang Admimnistrasi Kependudukan yang kemudian ditindak 
lanjuti dengan Prepres No. 96 Tahun 2018. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para 
Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak 
biologis Pemohon I dan Pemohon II. Dengan dikabulankan permohonan Para 
Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum 
Islam di Indonesia vide Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
kependudukan, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes, untuk menerbitkan akta 
kelahiran dan atau surat keterangan lain dari anak dimaksud. 
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Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
perlindungan hak-hak anak, termasuk hak-hak keperdataan anak luar kawin tersebar 
dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:  
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;  
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
7. Kompilasi Hukum Islam; dan  
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.  
Keberlakukan peraturan perundang-undangan di atas, dari aspek 
perlindungan anak merupakan instrumen-instrumen hukum yang dapat memberikan 
perlindungan bagi hak-hak anak, juga hak-hak keperdataan anak luar kawin, yang 
diharapkan berlaku secara harmonis, dalam arti tidak terjadi pertentangan satu sama 
lain atau tidak terjadi konflik kaidah. Hal tersebut menjadi penting ditegaskan 
kembali terkait dengan eksistensi keberlakuannya, khususnya setelah adanya 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menuai pro dan 
kontra di masyarakat. Menurut sudut pandang keberlakukan suatu undang-undang, 
sangat penting untuk berpedoman pada asas-asas keberlakukannya, antara lain: 
1. Undang-undang yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan 
dengan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dalam mengatur yang 
hal yang sama (lex superior derogat legi inferiori);  
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2. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang 
bersifat umum apabila undang-undang tersebut sama kedudukannya (lex 
specialis derogat legi generali);  
3. Undang-undang yang baru membatalkan undang-undang yang lama, sejauh 
undang-undang itu mengatur hal yang sama (lex posterior derogat legi priori);  
4. Undang-undang yang telah diundangkan dianggap telah diketahui oleh setiap 
orang, karenanya orang yang melanggar undang-undang tidak bisa membela 
dirinya dengan menyatakan tidak mengetahui undang-undang yang 
bersangkutan.57  
Dalam hal perbedaan tingkatan peraturan perundang-undangan juga berlaku 
asas-asas sebagai berikut: 
1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau 
dihapuskan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, tetapi 
sebaliknya dimungkinkan;  
2. Isi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah, tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih 
tinggi. Keadaan sebaliknya dimungkinkan dan bilamana itu terjadi, maka 
peraturan yang lebih rendah menjadi batal;  
3. Peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah dapat 
merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang 
kedududkannya lebih tinggi, sedangkan sebaliknya tidak mungkin.58  
 
                                                  
57 Syahrani, Riduwan, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya bakti, 2011, 
hlm. 105. 
58 Ibid., hlm. 107. 
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Eksistensi KUH Perdata dan peraturan perundangan-undangan lain yang 
berhubungan dengan perkawinan setelah adanya Undang-Undang Perkawinan, 
keberlakuannya ditentukan dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang 
mengatur bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-
undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks 
Ordonnatie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran 
(Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 N0. 158) dan peraturan-peraturan 
lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang 
ini, dinyatakan tidak berlaku.  
Jika dicermati lebih jauh sesungguhnya Pasal 66 Undang-Undang tersebut 
adalah perwujudan dari asas perundang-undangan lex posterior derogat legi priori, 
sehingga dengan adanya undang-undang yang baru, maka undang-undang yang 
lama tidak berlaku lagi. Khusus terhadap keberadaan ketentuan-ketentuan dalam 
KUH Perdata, demi hukum tetap masih berlaku sepanjang ketentuan yang terdapat 
di dalamnya itu tidak diatur atau bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. 
Selanjutnya, dengan adanya perubahan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 
Perkawinan karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 
maka terhadap keberadaan KUH Perdata masih tetap berlaku berdasarkan asas 
peraturan perundang-undangan lex posterior derogat legi priori, dengan 
pertimbangan bahwa isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 
tersebut menjadi bagian (pasal) yang tidak terpisahkan dari ketentuan terdapat 
dalam Undang-Undang Perkawinan. Sehubungan dengan hal itu, Undang-Undang 
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Perkawinan yang telah mengalami perubahan di Pasal 43 ayat (1), berdasarkan asas 
perundang-undangan tersebut telah membatalkan ketentuan hukum yang dapat 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang telah diatur oleh Undang-
Undang Perkawinan.  
Demikian juga keberadaan Konpilasi Hukum Islam terhadap Undang-
Undang Perkawinan yang mengalami perubahan di Pasal 43 ayat (1), setelah adanya 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka berlakulah asas 
peraturan perundang-undangan lex superior legi inferiori, sehingga ketentuan yang 
terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam sepanjang bertentangan dengan Undang-
Undang Perkawinan tidak berlaku lagi.  
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) 
anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah anak-anak yang dibenihkan dan 
dilahirkan di luar perkawinan yang sah.59 Anak yang lahir di luar perkawinan itu 
meliputi: anak luar kawin yang dapat diakui atau disahkan, anak sumbang yang lahir 
karena hubungan darah atau karena hubungan perkawinan, dan anak zina.  
Perbedaan penyebutan dan kedudukan masing-masing anak tersebut 
digantungkan pada hubungan hukum orang tua yang menyebabkan kelahirannya, 
sehingga terhadap mereka terdapat persamaan dan perbedaan kedudukan di hadapan 
hukum. Pranata pengakuan (erkenning) dan pengesahan (wettiging) terhadap anak 
oleh ibu dan atau ayah biologisnya merupakan perbuatan hukum yang membawa 
konsekuensi peningkatan kedudukan hukum anak luar kawin dalam hubungan 
perdata antara dirinya dengan orang tua dan atau dengan keluarga orang tuanya. 
                                                  
59 Scholten, P. dalam Hartanto, J. Andy, Kedudukan Hukum dan Hak waris Anak Luar Kawin 
menurut Burgerlijk Wetboek, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008, hlm. 24.. 
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Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 280 KUH Perdata bahwa melalui pengakuan 
yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata 
antara si anak dengan bapak atau ibunya. Selanjutnya akan lebih meningkat lagi 
kedudukannya jika dilakukan pengesahan, sebagaimana ditentukan Pasal 277 KUH 
Perdata bahwa pengesahan anak, baik karena kawinnya bapak dan ibunya, maupun 
dengan pengesahan menurut Pasal 274 KUH Perdata, mengakibatkan bahwa 
terhadap status anak luar kawin itu menjadi sama dengan anak sah mempunyai 
hubungan perdata dengan ibu dan bapaknya serta hubungan perdata dengan 
keluarga ibu dan ayahnya.60  
Ketentuan KUH Perdata sebagaimana diuraikan di atas, dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menentukan bahwa anak yang 
dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 
keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan 
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut 
hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga 
ayahnya. Mahkamah Konstitusi pada bagian Pertimbangan Hukum Putusan 
berpendapat bahwa secara alamiah tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa 
terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual 
(coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang 
menyebabkan terjadinya pembuahan.  
Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan 
bahwa  anak  yang  lahir  dari  suatu  kehamilan  karena  hubungan  seksual di luar  
                                                  
60 Ibid., hlm. 107. 
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perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. 
Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang 
melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan 
kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan 
bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut 
sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi 
yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seseorang anak itu merupakan 
anak dari laki-laki tertentu.  
Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang 
didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-
laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara 
timbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Berdasarkan 
uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-
mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada 
pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai 
bapak.  
Dengan demikian, terlepas dari persoalan prosedur/administrasi 
perkawinan, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak 
demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, 
padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak 
yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapat 
perlakukan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengan masyarakat. Hukum   harus 
memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seseorang 
anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.  
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Berdasarkan uraian tersebut, maka Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 yang menyatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, 
“anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang 
dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti 
lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata 
dengan keluarga ayahnya”.61 
Oleh karena dalam Pasal 43 (1) Undang-Undang Perkawinan norma 
hukumnya telah diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010, maka norma hukum yang berlaku sekarang, baik yang terdapat dalam 
KUH Perdata maupun dalam Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dilahirkan 
di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 
ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai 
hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.  
Hal ini membawa konsekuensi bahwa hukum memberi peluang bagi anak 
yang dilahirkan di luar perkawinan atau pihak yang mewakili kepentingannya untuk 
memohon  atau  menggugat ayah biologisnya di pengadilan dan jika terbukti  
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut 
hukum mempunyai hubungan darah, melahirkan hubungan perdata kepada ayah 
biologisnya itu, sekaligus juga kepada keluarga ayahnya itu. Norma hukum yang 
                                                  
61 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 pada bagian Pertimbangan Hukum, 
sub bagian Pendapat Mahkamah [3.13] dan [3.14]. 
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terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan setelah Putusan 
Mahkamah tersebut dari perspektif perlindungan anak merupakan suatu rekayasa 
terhadap tatanan nilai hukum yang ada di masyarakat sebagai suatu upaya 
memberikan jaminan kepastian hukum perlindungan hak-hak keperdataan anak luar 
kawin.  
Akibat hukum dari adanya pengesahan anak yang lahir di luar kawin, baik 
yang bersifat sukarela maupun yang bersifat dapat dipaksakan menimbulkan 
hubungan keperdataan antara anak luar kawin kepada kedua orang tuanya dan/atau 
keluarga orang tuanya itu, meliputi: hak mengetahui asal usulnya, hak atas 
pemeliharaan dan pendidikan, hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam 
dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak, dan hak mendapatkan 
waris. Dengan demikian, dapat digarisbawahi bahwa setiap anak yang lahir di luar 
perkawinan, baik anak luar kawin yang dapat diakui atau yang dapat disahkan, anak 
sumbang, maupun anak zina berhak untuk mengetahui asal-usul siapa orang tuanya. 
Hal itu bukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, karena pada 
dasarnya hak untuk mengetahui asal usulnya tersebut melekat pada harkat dan 
martabatnya sebagai manusia dan telah dijamin dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah pada perkara Nomor 
127/Pdt.P/2019/PA.Bbs sudah tepat dan sesuai dengan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka norma hukum yang berlaku sekarang, 
baik yang terdapat dalam KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan maupun 
dalam Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan 
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mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan 
laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, 
termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.  
Adapun pertimbangan hakim dengan membuktikan alat bukti lain menurut 
hukum mempunyai hubungan darah, termasuk dalam hubungan perdata dengan 
keluarga ayahnya yaitu Para Pemohon telah menikah secara Syari'at Islam (sirri) 
pada tanggal 26 agustus 2016 di Dk Timbang Rt 002 Rw 007 desa Tonjong 
Kecamatam Tonjong Kabupaten Brebes, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon 
II bernama Watap bin Sobari, di hadapan 2 orang saksi Kasori bin Sein Saksi Nikah 
1 dan Medi Rosadi Sumardi Saksi Nikah 2, pengucapan ijabnya diaqadkan oleh 
ustad Maulanan. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi sejalan dengan Pasal 103 ayat 
(1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan 
Para Pemohon (menurut pendapat sebagian Ulama Fiqh dalam kitab-kitab klasik, 
dan itu masih menjadi keyakinan sebagian masyarakat) telah sesuai dengan 
ketentuan syarat dan rukun perkawinanmenurut Hukum Munakahat Islam, hanya 
saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana 
yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, karena 
hanya dilangsungkan di hadapan seorang Kyai/ustad. Pernikahan Para Pemohon 
tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan 
menurut Hukum Munakahat Islam.  
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 
maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 
1. Tinjauan yuridis anak yang lahir di luar nikah dalam hukum positif di Indonesia 
yaitu anak luar kawin dalam konsep Undang-Undang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam, meliputi: anak dari perkawinan perkawinan yang tidak 
dicatat/perkawinan sirri dan anak yang lahir dari orang tua yang tidak terikat 
perkawinan (anak zina). Sedangkan anak luar kawin dalam konsep Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, dalam arti luas yang meliputi: anak luar kawin 
dalam arti sempit yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan pria dan 
wanita di luar perkawinan yang sah, di mana di antara mereka tidak terkena 
larangan kawin atau tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain; anak 
sumbang; dan anak zina. 
2. Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah pada perkara Nomor 
127/Pdt.P/2019/PA.Bbs sudah tepat dan sesuai dengan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka norma hukum yang berlaku 
sekarang, baik yang terdapat dalam KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan 
maupun dalam Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 
serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan alat 
bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan 
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perdata dengan keluarga ayahnya yaitu anak yang dilahirkan akibat dari 
pernikahan sirri yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut 
Hukum Munakahat Islam. 
B. Saran  
Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka penulis menyampaikan saran-
saran sebagai berikut: 
1. Bagi pasangan yang sudah melakukan perkawinan secara agama, tapi belum 
mencatatkan anak mereka dalam pencatatan sipil, anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 
serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai 
hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.  
2. Bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau pihak yang mewakili 
kepentingannya dapat memohon atau menggugat ayah biologisnya di 
pengadilan dan jika terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, 
melahirkan hubungan perdata kepada ayah biologisnya itu, sekaligus juga 
kepada keluarga ayahnya itu. 
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